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Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kinerja Balai 
Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar berdasarkan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. Unit analisis penelitian ini adalah Organisasi 
menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen pengumpulan data 
adalah wawancara terhadap informan atau narasumber baik secara lisan 
maupun wawancara terstruktur, observasi pada lokasi penelitian dan juga 
berdasarkan dokumen berupa literatur, dokumen, tabel, karya tulis ilmiah yang 
tersedia pada lembaga yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Balai Besar Kesehatan dan 
keselamatan Kerja Makassar masih belum Optimal berdasarkan pada faktor-faktor 
yang mempengaruhi kinerja organisasinya. 
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Feby Riska Aulia (E211 08 251), Factors that affecting the Performance of 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar, + 104 pages + 8 
tables + 3 image + 20 library (years 1999-2010) + 4 attachments. 
 
In general, this study intended to describe the performance of Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar based on the factors that  influence 
it. The unit of analysis is the organization, this study using qualitative descriptive 
research type. Data collection instrument was an interview of an informant or 
informants both orally and in structured interviews, observations on site and also 
on the basis of documents in the form of literature, documents, tables, papers 
available on the agency related to the research. 
These results indicate that the Performance Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar still not optimal based on factors that affect 
organizational performance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
Organisasi merupakan suatu kumpulan orang-orang yang saling bekerja 
sama dengan  memanfaatkan  semua  sumber  daya  yang ada untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan.  Tujuan  organisasi  adalah  tercapainya  suatu  tujuan,  
dimana individu-individu  tidak dapat mencapainya sendiri dan mesti dilakukan 
dengan kerjasama, karenanya tujuan dari organisasi harus mencakup dan 
mewadahi kebutuhan anggotanya.1 
Sumber daya manusia yang merupakan komponen utama suatu organisasi 
dan menjadi perencana dan pelaku aktif dalam setiap aktivitas organisasi. Mereka 
mempunyai  pikiran,  perasaan,  keinginan,  status  dan  latar belakang  pendidikan, 
usia, jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam suatu organisasi sehingga 
tidak  seperti mesin,  uang dan material, yang  sifatnya pasif  sehingga sepenuhnya 
dapat dikuasai dan diatur sesuai keinginan  dalam mendukung  tercapainya  tujuan  
organisasi.2 
Banyaknya komentar masyarakat tentang keberhasilan dan 
ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan 
kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspons. 
                                                          
1
 edukasi.kompasiana.com/2011/01/04/manajemen-pendidikan/ diunduh pada tanggal 16  januari 
2012   pukul 10.00 
2
 www.library.upnvj.ac.id/pdf/2tesis/0810921053/bab1.pdf diunduh pada tanggal 16  januari 2012   
pukul 10.00 
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Namun, antara harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan 
apa yang dilakukan oleh para pengelola dan pejabat pemerintah sering berbeda, 
Artinya terjadi kesenjangan harapan yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan 
antara instansi pemerintah dengan para direct user dari masyarakat, hal ini sebagai 
akibat dari belum adanya sistem pengukuran kinerja formal yang dapat 
menginformasikan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah.3 
Mengingat bahwa kinerja dari suatu organisasi itu adalah untuk mencapai 
tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja 
organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting.4 
Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi 
apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan 
tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak 
organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai 
informasi tentang kinerja dalam organisasinya.5 
Adapun secara teoritis, kinerja organisasi merupakan efektivitas organisasi 
secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap 
kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan 
kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara 
efektif.6 
Sedangkan untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan 
indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa 
                                                          
3
 Mahsun, Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta. h.77 
4
 aasurya1993.blogspot.com/2011/08/kinerja-organisasi-2.html diunduh pada tanggal 16  januari 2012         
pukul 10.00 
5
 Op.cit 
6
 Harbani pasolong, 2008, “Teori Administrasi Publik”, bandung: Alfabeta, h.177 
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indikator dan kriteria yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk 
menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara, alternatif alokasi sumber daya 
yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda, dan diantara 
pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda.7  
Namun, dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan 
atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat / 
swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, 
maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu 
memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Indikator 
yang masih bertahan dengan sebelumnya adalah seberapa besar efficiency 
pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu dan seberapa besar effectivity 
process yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut.8 
Sementara itu, dalam organisasi publik sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja 
yang sesuai. Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik 
adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik, kelihatannya 
sederhana sekali ukuran kinerja organisasi publik, namun tidaklah demikian 
kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran 
kinerja organisasi publik.9 
Namun dalam buku yang ditulis oleh Agus Dwiyanto dkk (2002:83), berjudul 
Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik dipaparkan bahwa  terdapat enam indikator 
penting dalam menilai kinerja suatu organisasi publik yang dikelompokkan dalam 
faktor internal dan faktor eksternal organisasi. Faktor internal meliputi peralatan 
                                                          
7
 Loc.cit 
8
 Op.cit 
9
 Op.cit 
4 
 
pendukung, kualitas sumber daya manusia, dan koordinasi antar unit sedangkan 
faktor eksternal meliputi kelengkapan dokumen, pengguna jasa, dan koordinasi 
dengan instansi lain. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian Agus Dwiyanto 
mengenai ‘Kinerja Pelayanan Publik” yang menghasilkan kesimpulan mengenai 
rendahnya kualitas pelayanan publik di indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian 
ini, peneliti akan menggunakan enam indikator tersebut untuk menilai bagaimana 
gambaran kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar sesuai 
dengan yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto tersebut. 
Bila menilik data statistik dari PT Jamsostek tentang kasus kecelakaan kerja, 
terjadi kenaikan kasus kecelakaan kerja sejak tahun 2007. Pada tahun tersebut 
kecelakaan kerja yang terjadi hanya 83.714 kasus. Kemudian meningkat tahun 
berikutnya (2008) jadi 94.736 kasus. Pada tahun 2009 kasus kecelakaan kerja 
bertambah lagi jadi 96.314 kasus, kemudian tahun 2010 jadi 98.711, dan tahun lalu 
juga meningkat menjadi 99.491 kasus.10 Bila melihat data tersebut, terlihat bahwa 
setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan jumlah kecelakaan kerja. Maka karena itu 
perlu dipertanyakan kembali, bagaimana kinerja lembaga-lembaga K3 (Kesehatan 
dan Keselamatan kerja) yang ada di masyarakat, yang seharusnya berperan 
mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di dunia kerja. Lembaga-lembaga 
K3 tersebut salah satunya adalah Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar. Bila melihat data kecelakaan kerja tersebut di atas, maka peneliti 
berpendapat bahwa kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar belum optimal dalam menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
untuk mengurangi angka kecelakaan kerja. 
                                                          
10
 www.jpnn.com diunduh pada tanggal 16  Mei 2012 pukul 12.00 
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Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar sebagai badan 
milik publik yang berusaha membantu industri dalam penerapan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan analisa, pengkajian, pelayanan 
teknis, pengembangan sumber daya manusia dan penyebaran informasi di bidang 
keselamatan kerja dan higiene perusahaan, ergonomi dan keselamatan kerja.11 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar dihadapkan pada tantangan perkembangan pelayanan 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Tantangan yang paling besar terutama datang 
dari pihak ketiga yang menjadi pesaing dalam hal penyediaan jasa pelayanan 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Belum lagi dengan luasnya wilayah pelayanan 
yang meliputi sepuluh propinsi dengan jumlah perusahaan yang mencapai puluhan 
ribu perusahaan yang harus dilayani oleh Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar dalam wilayah tersebut.12 Oleh karena itu, Balai Besar Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja Makassar dituntut agar lebih meningkatkan kinerjanya untuk 
dapat menjawab tantangan-tantangan diatas. Selain itu, usaha peningkatan kinerja 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar juga perlu memperhatikan 
faktor-faktor lain yang berasal dari dalam organisasi seperti sarana dan prasarana 
serta yang tak kalah penting yaitu sumber daya manusia yang merupakan aspek 
terpenting dalam upaya peningkatan kinerja suatu organisasi. 
Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukaan penelitian mengenai kinerja organisasi Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar dengan judul penelitian: “Faktor-Faktor Yang 
                                                          
11
 Profil Balai Besar K3 Makassar 2012,  
12
 Ibid 
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Mempengaruhi Kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar”. 
I.2.  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti 
dirumuskan dalam pertanyaan berikut: Mengapa Kinerja Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar belum optimal? 
 
I.3. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan pada uraian permasalahan yang dipaparkan di atas, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar berdasarkan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
I.4. Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut: 
a. Manfaat Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 
teori organisasi dan manajemen sumber daya manusia yang dapat 
digunakan untuk mahasiswa yang menggeluti studi keilmuan bidang 
manajemen. 
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b. Manfaat Praktis 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan  dan sumbangan 
pemikiran untuk meningkatkan kinerja organisasi di Balai Besar Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja Makassar, agar sesuai dengan harapan masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
II.1. Kinerja 
II.1.1. Pengertian Kinerja 
Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai 
(perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan 
dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang 
dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan 
yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber 
daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalan-kan pegawai yang 
berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. 
Menurut Rue & Byars (1981:375), kinerja adalah tingkat pencapaian hasil.13 
Sedangkan menurut Murphy dan Cleveland (1995:113), kinerja adalah kualitas 
perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. 14  Menurut Widodo (2006:78), 
kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 
tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.15 Pendapat yang berbeda 
tentang kinerja dikemukakan oleh Ndraha (1997:112), yang menyatakan bahwa kinerja 
adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat dengan 
pemerintah.16  
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 Harbani pasolong, Op.cit, h. 175. 
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 Ibid 
15
 Ibid 
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Adapun dalam LAN-RI (1999:3), disebutkan bahwa kinerja merupakan 
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, 
kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Konsep ini 
lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan 
sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang lain yang 
ingin dicapai.17 
Prawirosentono (1999 :2) yang menyatakan bahwa:  
“Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu organisasi,sesuai dengan wewenang dan tanggung 
jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 
maupun etika”.18 
 
Kemudian Salim dan Woodward (1992:33) menyebutkan bahwa pemahaman 
kinerja dapat dilihat dari pertimbangan ekonomi, efisiensi, efektifitas dan persamaan 
pelayanan. Aspek sumber daya yang seminimal mungkin dalam proses 
penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik.19 
Sedangkan Bernardin (2001:143) menyatakan bahwa kinerja merupakan 
catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau 
aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu.20 
Menurut Murphy, 1990 (dalam Richard, 2002) kinerja merupakan 
seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi 
tempat orang bekerja.21 
                                                          
17
 Ibid. 
18
 Drs. Suyadi Prawirasentono, M.BA, 1999, “kebijakan Kinerja Karyawan Edisi pertama, yogyakarta: 
BPFE 
19
 Agus dwiyanto, 2002, “Reformasi birokrasi publik di indonesia, yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, h.52 
20
 Sudarmanto, 2009, “Kinerja dan pengembangan kompetensi SDM”, Yogyakarta: Pustaka pelajar, h. 
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Armstrong dan Baron (1998:15), Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 
mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan 
konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.22 
Selanjutnya menurut Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah 
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksana suatu 
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 
organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) 
suatu organisasi.23 
Dari pengertian tersebut di atas kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja  
atau kemampuan kerja yang diperlihatkan seseorang, sekelompok orang 
(organisasi) atas suatu pekerjaan pada waktu tertentu dapat berupa produk akhir 
(barang/jasa) berbentuk perilaku, kecakapan, kompetensi, sarana dan keterampilan 
spesifik yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 
II.1.2. Pengukuran Kinerja 
Pengukuran terhadap kinerja suatu organisasi merupakan hal yang sangat 
penting, karena akan dijadikan sebagai standar keberhasilan suatu organisasi dalam 
kurun waktu tertentu. 
Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sebenarnya pengukuran kinerja 
mempunyai makna ganda yaitu pengukuran sendiri dan evaluasi kinerja dimana 
kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program 
                                                                                                                                                                     
21
 Ibid 
22
 Wibowo, 2010, “Manajemen Kinerja”, Jakarta: Rajawali Pers, h.7 
23
 Irham fahmi, “Manajemen Kinerja”, Bandung: Alfabeta, h.2 
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secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategik 
dengan akuntabilitas sehingga pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat 
indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada misi tanpa 
adanya pengukuran kinerja yang sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas 
pencapaian misi organisasi instansi. 
Armstrong (2003) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan hal 
yang sangat penting untuk dapat memperbaiki pelaksanaan kerja yang dapat 
dicapai. Menurutnya ada empat jenis ukuran kinerja, yaitu 
a. Ukuran uang, yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan 
pengambilan (rate of return). 
b. Ukuran upaya atau dampak, yang mencakup pencapaian sasaran, 
penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, serta kemampuan 
mempengaruhi perilaku rekan kerja dan pelanggan. 
c. Ukuran reaksi, yang menunjukkan penilaian rekan kerja, pelanggan atau 
pemegang pekerjaan lainnya 
d. Ukuran waktu, yang menunjukkan pelaksanaan kinerja dibandingkan 
jadwal, batas akhir, kecepatan respons, atau jumlah pekerjaan sasaran.24 
Thor mengemukakan adanya tiga dasar pengembangan ukuran kinerja 
sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas organisasi (Armstrong dan Baron, 
1998:270), yaitu sebagai berikut: 
a. Apa yang diukur semata-mata ditentukan oleh apa yang dipertimbangkan 
penting oleh pelanggan 
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 Sudarmanto, Op.cit., h. 14 
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b. Kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi prioritas strategis dan 
rencana strategis mengindikasikan apa yang harus diukur. 
c. Memberikan perbaikan kepada tim dengan mengukur hasil dari prioritas 
strategis, memberikan kontribusi untuk perbaikan lebih lanjut dengan 
mengusahakan motivasi tim, dan informasi tentang apa yang berjalan 
dan tidak berjalan.25 
Terkait dengan ukuran dan standar kinerja, David Devries dkk., (1981), 
menyatakan bahwa dalam melakukan pengukuran kinerja ada 3 (tiga) 
pendekatan yaitu: 
1. Pendekatan personality trait, yaitu dengan mengukur kepemimpinan, inisiatif, 
dan sikap. 
2. Pendekatan perilaku, yaitu dengan mengukur umpan balik, kemampuan 
presentasi, respons terhadap komplain pelanggan. 
3. Pendekatan hasil, yaitu dengan mengukur kemampuan produksi, 
kemampuan menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan 
produksi/penjualan.26 
Kriteria suatu ukuran kinerja menurut Armstrong dan Baron (1998:272) 
seharusnya adalah: 
a. Dikaitkan dengan tujuan strategis dan mengukur apa yang secara 
organisasional penting dan mendorong kinerja bisnis; 
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 Wibowo, Op.cit, h. 232 
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 Sudarmanto,  Op.cit., h. 10 
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b. Relevan dengan sasaran dan akuntabilitas tim dan individu yang 
berkepentingan; 
c. Memfokuskan pada output yang terukur dan penyelesaian tugas dan 
bagaimana orang bertindak dan bagaimana tingkah laku mereka; 
d. Mengindikasikan data yang akan tersedia sebagai dasar pengukuran; 
e. Dapat dideverifikasi, dengan mengusahakan informasi yang akan 
mengomfirmasi tingkat seberapa jauh harapan dapat dipenuhi; 
f. Menjadi setepat mungkin dalam hubungan dengan maksud pengukuran 
dan ketersediaan data; 
g. Mengusahakan dasar untuk umpan balik dan tindakan; 
h. Bersifat komprehensif, mencakup semua aspek kinerja sehingga 
keluarga ukuran tersedia.27 
Bernardin (2001) menyampaikan ada 6 kriteria dasar atau dimensi untuk 
mengukur kinerja, yaitu; 
a. Quality terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ideal dalam 
memenuhi maksud atau tujuan 
b. Quantity terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan 
c. Timeliness terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan 
aktivitas atau menghasilkan produk 
d. Cost-effectiveness terkait dengan tingkat penggunaan sumber-sumber 
organisasi (orang, uang, material, teknologi) dalam mendapatkan atau 
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 Wibowo, Op.cit, h. 233 
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memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan 
sumber-sumber organisasi 
e. Need for supervision terkait dengan kemampuan individu dapat 
menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi 
pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan 
f. Interpersonal impact terkait dengan kemampuan individu dalam 
meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerja sama di 
antar sesama pekerja dan anak buah28. 
Dalam taraf pengembangan kriteria performansi harus dapat memberikan 
kualifikasi mencakup : 
a. Relevancy, yaitu tingkat kesesuaian antara kriteria dengan tujuan 
performansi, misalnya ; ketepatan produksi akan menjadi ukuran 
performansi dibandingkan penampakan seseorang 
b. Reability yaitu menyatakan tingkat nama kriteria menghasilkan hasil yang 
konsisten, misalnya volume penjualan 
c. Discrimination menyatakan tingkat nama performansi menyatakan 
perbedaan, misalnya kualifikasi pekerjaan yang ada pada setiap 
pekerjaan atau pegawai. 
 
II.1.3. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 
Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong 
pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara 
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berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus 
menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang. 
Pengukuran kinerja merupakan hal yang paling penting dalam manajemen 
program secara keseluruhan, karena kinerja yang  dapat diukur akan mendorong 
pencapaian kinerja tersebut. 
 Pengukuran kinerja secara berkelanjutan dan akan memberikan umpan balik 
(feedback), yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus-
menerus dan mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. 
 Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran 
kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (James B. 
Whittaker, 1993). Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas 
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi 
organisasi. Karenanya, sudah merupakan suatu hal yang mendesak untuk 
menciptakan sistem yang mampu untuk mengukur kinerja dan keberhasilan 
organisasi. Untuk dapat menjawab pertanyaan tingkat keberhasilan organisasi, 
maka seluruh aktivitas organisasi tidak semata-mata kepada input dari program 
organisasi, tetapi lebih ditekankan kepada output, proses, manfaat, dan dampak 
program organisasi.29 
 Pengukuran kinerja penting peranannya sebagai alat manajemen untuk; 
1. Memastikan pemahaman pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk 
mencapai kinerja 
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 Sedarmayanti, 2009, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Bandung: PT Refika Aditama, h. 195 
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2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang disepakati 
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan 
membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan 
untuk memperbaiki kinerja 
4. Memberi penghargaan dan hukuman yang obyektif atas kinerja 
pelaksana yang telah diukur sesuai sistem pengukuran kinerja yang 
disepakati 
5. Menjadi alat komunikasi antar karyawan dan pimpinan dalam upaya 
memperbaiki kinerja organisasi 
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi 
7. Membantu memahami proses kegiatan organisasi 
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif 
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan 
10. Mengungkap permasalahan yang terjadi.  30 
Menurut Mardiasmo (2009:120), tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:  
a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan 
bottom up). 
b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang 
sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 
c. Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer level 
menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal 
congruence. 
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d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan 
individual dan kemampuan kolektif yang rasional.31 
Sedangkan Manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo adalah: 
1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk 
menilai kinerja manajemen; 
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan; 
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 
korektif untuk memperbaiki kinerja; 
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & 
punishment) serta obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai 
dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati; 
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 
memperbaiki kinerja organisasi 
6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah 
terpenuhi 
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; dan 
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.32 
Menurut Lynch dan Cross (1993), Manfaat Pengukuran kinerja yang baik 
adalah sebagai berikut: 
a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan 
membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat 
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 Mardiasmo, 2009, “Akuntansi Sektor Publik”, Yogyakarta:  Andi, h. 120 
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 Ibid 
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seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi 
kepuasan kepada pelanggan. 
b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari 
mata rantai pelanggan dan pemasok internal 
c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-
upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut 
d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi 
lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran 
organisasi. 
e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan 
reward atas perilaku yang diharapkan tersebut.33 
Bacal (2005 : 25) mengemukakan bahwa pada dasarnya manajemen kinerja  
harus memberikan: 
a) Suatu cara untuk mengkoordinasikan kerja agar tujuan dan sasaran 
organisasi, unit kerja dan para karyawan dapat diarahkan pada titik yang 
sama. 
b) Suatu cara untuk mengidentifikasikan masalah dalam proses-proses 
yang mengahalangi organisasi untuk lebih efektif 
c) Suatu cara untuk mendokumentasikan masalah-masalah kinerja untuk 
membantu perusahaan mematuhi segenap peraturan dan ketentuan 
hukum ( dan menunjukkan kepatuhan itu), untuk menghindari tuntutan 
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 Sony Yuwono,dkk, 2002, petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard Menuju Organisasi Yang 
Berfokus pada Strategi, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, h. 29 
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dan ketidakpuasan hukum, serta untuk digunakan sebagai alat bukti 
bilamana perlu. 
d) Informasi untuk membuat keputusan-keputusan tentang promosi, startegi 
pengembangan pegawai dan pelatihan 
e) Informasi agar manajer dan penyedia dapat mencegah terjadinya 
masalah, membantu para staf melakukan pekerjaan  mereka, 
mengkoordinasikan kerja dan memberikan laporan kepada pimpinan 
mereka secara lengkap dan menguasai persoalan (agar mereka tidak 
tampak bodoh) 
f) Suatu cara bagi para manajer unutk bekerja sama dengan para 
karyawan, dalam mengidentifikasikan wilayah permasalahan, 
mendiagnosis penyebabnya dan mengambil tindakan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. 
g) Suatu cara untuk mengkoordinasikan semua karyawan yang 
bertanggungjawab pada seorang manajer yang sama. 
h) Suatu metode untuk memberikan umpan balik secara berkala dan terus-
menerus kepada karyawan, dengan cara yang mendukung motivasi 
mereka. 
i) Suatu cara untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dengan 
memberikan penjelasan tentang apa yang diharapkan dalam kerja. 
Menanamkan pemahaman tentang apa yang boleh dan tidak boleh 
dikerjakan oleh karyawan, serta menunjukkan apa dan bagaimana 
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kedudukan pekerjaan para karyawan itu dalam gambaran yang 
menyeluruh. 
j) Suatu cara merencanakan berbagai aktifitas pengembangan diri dan 
pelatihan karyawan.34 
Sistem pengukuran kinerja akan membantu pimpinan dalam membantu 
implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual 
dengan sasaran dan dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan 
untuk berperan sebagai mekanisme guna memberikan penghargaan / hukuman 
(reward / punishment) akan tetapi pengukuran kinerja berperan sebagai alat 
komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 
Disamping itu, pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam 
usaha pencapaian tujuan, karena melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses 
penilaian terhadap pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dan pengukuran 
kinerja dapat memberikan penilaian yang objektif dalam pengambilan keputusan 
organisasi maupun manajemen. 
 
II.1.4. Indikator Kinerja 
Menurut Dwiyanto (1995) terdapat lima indikator yang digunakan untuk 
mengukur kinerja organisasi publik yaitu sebagai berikut : 
1. Produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, 
tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami 
sebagai rasio antara input dengan output. 
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2. Kualitas Layanan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk 
menilai kinerja organisasi publik. 
3. Responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk 
mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan 
dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
4. Responsibilitas. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 
organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi 
yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit 
maupun implisit (Lenvine, 1990). 
5. Akuntabilitas. Akuntabilitas publik menunjukan pada seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik 
yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik 
tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu 
merepresentasikan kepentingan rakyat.35 
Kumorotomo (1996) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan 
pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain adalah; 
1. Efisiensi. Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan 
organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor 
produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. 
2. Efektivitas. Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik 
tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya organisasi rasionalitas teknis, 
nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. 
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3. Keadilan. Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang 
diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. 
4. Daya Tanggap. Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan 
swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap 
negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, 
kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya 
tanggap ini.36 
Indikator kinerja menurut LAN-RI (1999:7) adalah: 
- Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 
Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, 
kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dan sebagainya 
- Keluaran (outputs) adalah sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang 
dapat berupa fisik atau non fisik 
- Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 
- Manfaat (Benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 
pelaksanaan kegiatan 
- Dampak (Impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun 
negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang 
ditetapkan.37 
                                                          
36
 Ibid, h. 52 
37
 Harbani pasolong, Op.cit, h. 177 
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II.2. Kinerja Organisasi 
II.2.1. Konsep Kinerja Organisasi 
Ensyclopedi of Publik Administration and Publik Policy menjelaskan bahwa 
kinerja menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi tersebut mencapai hasil 
ketika dibandingkan dengan kinerja terdahulu (Previous Performance), dan sampai 
seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan38. 
Menurut Chaizi Nasucha (2004:107), mengemukakan bahwa kinerja 
organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk 
memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui 
usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus 
menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. 39  
Menurut Hodge, Anthony dan Gales (1996) kinerja organisasi mencakup how 
well the organization is doing, bagaimana suatu organisasi mencapai 
profit/tujuannya dan tingkat kepuasan dari para pelanggan/pengguna jasa 
pelayanannya.40 
Konsep kinerja (performance) merupakan tingkat pencapaian hasil atau 
degree of accomplishtment (Rue and Byars, 1981 dalam Keban 1995). Kinerja suatu 
organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai 
tujuan yang didasarkan pada visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. 
Untuk itu, diperlukan beberapa informasi tentang kinerja organisasi. Informasi 
                                                          
38
 http://fkip.wisnuwardhana.ac.id diunduh pada tanggal 16  januari 2012 pukul 10.00 
39
 Ibid 
40
 http://fkip.wisnuwardhana.ac.id diunduh pada tanggal 16 Januari 2012 pukul 10.00 
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tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses kerja yang 
dilakukan organisasi selama ini, sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau 
belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi tidak mempunyai 
informasi tentang kinerja dalam organisasinya. 
Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator 
untuk mengukurnya secara jelas. Sebagai pedoman, dalam menilai kinerja 
organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya sebuah 
organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk 
menghasilkan keuntungan dan atau barang, maka ukuran kinerjanya adalah 
seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk 
menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Indikator kinerja yang masih bertalian 
dengan organisasi tipe ini, merujuk konsep The International Development Research 
Centre (IDRC) and Universalia Management Group meliputi: Efisiensi, Efektivitas, 
Relevansi dan Kelangsungan Keuangan (Financial Viability). 
Sementara itu ada indikator yang sering kali digunakan untuk mengukur 
kinerja organisasi privat / publik seperti : work lood, economy, efficiency, 
effectiveness dan equity (Sclim dan Wood ward, 1992 dalam Keban, 1995) 
productivity (Perry, 1990 dalam Dwiyanto, 1995). Dalam organisasi publik, sulit untuk 
ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai (Fynn, 1986, Jackson dan Palmer, 1992 
dalam Bryson, 2002). Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi 
publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik, 
kelihatannya sederhana sekali ukuran kinerja organisasi publik, namun tidaklah 
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demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang 
ukuran kinerja organisasi publik. 
Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik sebagian 
muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan 
tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang 
jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari 
organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan 
yang lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata para stakeholders 
juga menjadi berbeda-beda. Namun ada beberapa indikator yang biasanya 
digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu: produktivitas, kualitas 
layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas (Dwiyanto, 1995), efisiensi, 
efektivitas, keadilan dan daya tanggap (Kumorotomo,1996). 
1. Produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, 
tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami 
sebagai rasio antara input dengan output. 
2. Kualitas Layanan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk 
menilai kinerja organisasi publik. 
3. Responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk 
mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan 
dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
4. Responsibilitas. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 
organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi 
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yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit 
maupun implisit (Lenvine, 1990). 
5. Akuntabilitas. Akuntabilitas publik menunjukan pada seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik 
yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik 
tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu 
merepresentasikan kepentingan rakyat. 
6. Efisiensi. Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan 
organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor 
produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. 
7. Efektivitas. Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik 
tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya organisasi rasionalitas teknis, 
nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. 
8. Keadilan. Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang 
diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. 
9. Daya Tanggap. Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan 
swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap 
negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, 
kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya 
tanggap ini.41 
 
                                                          
41
 Agus Dwiyanto, Op,cit, h. 50-52 
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Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses 
tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber 
tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari 
serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu 
organisasi. 
Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama 
diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan 
organisasi. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, 
yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut 
sebagai manajemen. 
Sebagai produk dari kegiatan organisasi dan manajemen, kinerja organisasi 
selain dipengaruhi oleh faktor-faktor input juga sangat dipengaruhi oleh proses-
proses administrasi dan manajemen yang berlangsung. Sebagus apapun input yang 
tersedia tidak akan menghasilkan suatu produk kinerja yang diharapkan secara 
memuaskan, apabila dalam proses administrasi dan manajemennya tidak bisa 
berjalan dengan baik. Antara input dan proses mempunyai keterkaitan yang erat dan 
sangat menentukan dalam menghasilkan suatu output kinerja yang sesuai harapan 
atau tidak. 
Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa proses manajemen yang 
berlangsung tersebut, merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen yaitu 
planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC) atau lebih detailnya lagi 
adalah planning, organizing, staffing, directing, coordinating, regulating, dan 
budgetting (POSDCoRB). 
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Mengingat bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor input dan 
proses-proses manajemen dalam organisasi, maka upaya peningkatan kinerja 
organisasi juga terkait erat dengan peningkatan kualitas faktor input dan kualitas 
proses manajemen dalam organisasi tersebut. 
Analisis terhadap kondisi input dan proses-proses administrasi maupun 
manajemen dalam organisasi merupakan analisis kondisi internal organisasi. Selain 
kondisi internal tersebut kondisi-kondisi eksternal organisasi juga mempunyai peran 
yang besar dalam mempengaruhi kinerja organisasi. Penilaian terhadap faktor-faktor 
kondisi eksternal tersebut dapat dilakukan dalam analisis: (a) kecenderungan politik, 
ekonomi, sosial, teknologi, fisik, dan pendidikan; (b) peranan yang dimainkan oleh 
pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama (collaborators) dan pihak-pihak yang 
dapat menjadi kompetitor, seperti swasta, dan lembaga-lembaga lain; dan (c) 
dukungan pihak-pihak yang menjadi sumber resources seperti para pembayar pajak, 
asuransi, dan sebagainya (Bryson, 1995 dalam Keban, 2001). 
Berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja organisasi, maka pilihan mana 
yang akan dioptimalkan penanganannya, apakah pada sisi internal organisasi atau 
pada sisi eksternal organisasi, itu tergantung pada permasalahan yang dihadapi 
organisasi.42 
 
 
 
 
                                                          
42
 http://kinerja-staff.blogspot.com/2009/07/memaknai-kinerja-organisasi.html, Diunduh 29 Oktober 
2011 pada pukul 10.00 wita 
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II.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi 
Menurut Agus Dwiyanto, dkk (2002:83) dalam bukunya yang berjudul 
Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, menyatakan bahwa kinerja pelayanan 
publik di Indonesia, pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 
1. Faktor internal meliputi : 
a) Sarana 
Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan 
suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena 
apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan 
tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.  
Moenir (1992:119) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis 
peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat 
utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka 
kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian 
yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan 
prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu 
proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu 
maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan 
tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka 
sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :  
1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat 
menghemat waktu. 
2) Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa. 
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3) Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin. 
4) Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku. 
5) Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin. 
6) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. 
7) Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang 
mempergunakannya. 
Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud di atas 
berikut ini akan diuraikan istilah sarana kerja / fasilitas kerja yang ditinjau dari 
segi kegunaan menurut Moenir (2000:120) membagi sarana dan prasarana 
sebagai berikut : 
1) Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung 
sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi 
memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya. 
2) Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat 
pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, 
membangkit dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan. 
3) Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang 
berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin 
ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit 
tenaga.43 
b) Sumber daya manusia  
                                                          
43
 http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2106962-pengertian-sarana-dan 
prasarana/#ixzz1ohE1TqUs, di unduh pada tanggal 16  januari 2012 pukul 10.00 
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Organisasi hidup di dalam lingkungan yang secara terus-menerus 
mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Untuk hal ini, 
organisasi haruslah senantiasa melakukan upaya-upaya yang dapat 
memperkokoh keberadaannya di dalam lingkungannya. Upaya yang dapat 
dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan nilai tambah bagi 
lingkungannya melalui penyampaian berbagai output yang dihasilkan. Upaya 
ini hanya dimungkinkan jika organisasi memiliki sumber daya manusia yang 
kompeten.  
Sementara itu, kompetensi sumber daya manusia yang ada di dalam 
organisasi tidaklah selalu sesuai dengan apa yang dituntut untuk 
keberhasilan sebuah pekerjaan. Tak dapat dipungkuri, ada juga organisasi 
yang cukup beruntung karena secara tidak sengaja memiliki sumber daya 
manusia yang kompeten yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap 
mental dan sosial yang sangat mendukung pengetahuan visi dan misi 
organisasi.  
Tidak jarang pula organisasi memiliki sumber daya manusia yang berasal 
dari berbagai macam sumber titipan yang seringkali merepotkan karena tidak 
dibarengi dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Atau, 
tuntutan perkembangan lingkungan tidak didukung dengan perkembangan 
kompetensi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan sehingga selalu ada gap 
antara yang diharapkan dengan yang ada. Oleh karena itu dapat dikatakan 
bahwa sumber daya manusia merupakan suatu faktor pendukung utama 
dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. 
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c) Koordinasi antar unit 
Koordinasi merupakan suatu hal yang harus dapat terlaksana dengan baik 
sehingga dapat menghasilkan sasaran dan tujuan suatu organisasi. 
koordinasi dalam suatu oganisasi hendaknya dapat terlaksana sesuai 
dengan sasaran yang ingin dicapai. 
2. Faktor eksternal meliputi: 
a) Pengguna jasa 
Berdasarkan pendapat Soebijanto (1998:18) dikutip Agus Dwiyanto, “kadang 
kala pengguna jasa menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan 
urusannya meskipun melanggar peraturan, seperti kasus pengurusan izin 
administrasi apabila data tidak lengkap maka tidak diproses” 
b) Kelengkapan administrasi 
Kelengkapan administrasi (dokumen) merupakan salah satu faktor 
pendukung yang mampu meningkatkan kinerja, baik itu kinerja individu 
maupun kinerja organisasi itu sendiri. 
c) Koordinasi dengan instansi lain 
Koordinasi yang dilakukan dengan instansi lain (pemerintah setempat) harus 
berkesinambungan karena suatu organisasi saling terkait oleh aturan-aturan., 
demi untuk peningkatan kinerja suatu organisasi.44 
Sedangkan dalam Harbani Pasolong (2008:186) faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja suatu organisasi antara lain: 
1) Kemampuan 
                                                          
44
 Agus Dwiyanto, Op.cit, h. 83 
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Pada dasarnya kemampuan menurut Robbins (2002:50), adalah suatu 
kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 
Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi (1) kemampuan intelektual, 
yaitu kemampuan yang di perlukan untuk melakukan kegiatan mental, dan (2) 
kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-
tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan.  
2) Kemauan 
Menurut Robbins (2002:208) Kemauan atau motivasi adalah kesediaan untuk 
mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Kemauan 
atau motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (a) 
pengaruh lingkungan fisik, yaitu setiap pegawai menghendaki lingkungan 
fisik yang baik untuk bekerja, lampu yang terang, ventilasi udara yang 
nyaman, sejuk, bebas dari gangguan suara berisik dan sebaiknya ada musik. 
(b) pengaruh lingkungan sosial yaitu sebagai makhluk sosial dalam 
melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata hanya mengejar penghasilan saja, 
tetapi juga mengharapkan penghargaan oleh pegawai lain, pegawai lebih 
berbahagia apabila dapat menerima dan membantu pegawai lain. 
3) Energi 
Menurut Jordan E. Ayan (2002:47) Energi adalah pemercik api yang 
menyalakan jiwa. Tanpa adanya energi psikis dan fisik mencukupi, 
perbuatan kreatif pegawai terhambat.  
4) Teknologi 
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Menurut Gibson dkk (1997:197) teknologi adalah tindakan fisik dan mental 
oleh seseorang untuk mengubah bentuk atau isi dari objek atau ide. Jadi 
teknologi dapat dikatakan sebagai "tindakan yang dikerjakan oleh individu atau 
suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat atau alat mekanikal, untuk 
membuat beberapa perubahan terhadap objek tersebut. 
5) Kompensasi 
Adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kinerja 
dan bermanfaat baginya. Jika pegawai mendapat  kompensasi  yang  setimpal  
dengan  hasil   kerjanya, maka pegawai dapat bekerja dengan tenang dan 
tekun. Akan tetapi bila pegawai merasa kompensasi yang diterima jauh dari 
memadai, maka pegawai berpikir mendua, yaitu berusaha mencari penghasilan 
tambahan di luar, sehingga menyebabkan pegawai sering mangkir. 
6) Kejelasan Tujuan 
Merupakan salah satu faktor penentu dalam penca-paian kinerja. Oleh karena 
pegawai yang tidak mengetahui dengan jelas tujuan pekerjaan yang hendak 
dicapai, maka tujuan yang ter-capai tidak efisien dan atau kurang efektif. Hal ini 
sejalan dengan pendapat Widodo (2006:81), mengatakan bahwa seorang 
pemimpin birokrasi harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari 
organisasi pemerintah dan menentukan pula kriteria kinerjanya. 
7) Keamanan 
Keamanan   pekerjaan   menurut  Geeorge  Strauss   &  Leonard Sayles 
(1990:10), adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada 
umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan daripada gaji 
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atau kenaikan pangkat. Oleh sebab itu, tidak cukup bagi seseorang dengan 
hanya terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik mereka dari hari ke hari, tetapi 
mereka ingin memastikan bahwa kebutuhan mereka akan terus terpenuhi di 
masa yang akan datang. Seseorang yang merasa aman dalam melakukan 
pekerjaan berpengaruh terhadap kinerjanya.45 
Dalam pandangan lain kinerja organisasi merupakan gabungan dari tiga 
faktor yang terdiri dari: 
a) Pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawab dalam bekerja. Faktor ini mencakup jenis dan 
jenjang pendidikan serta pelatihan yang pernah diikuti dibidangnya, 
b) Pengalaman, yang tidak sekedar berarti jumlah waktu atau lamanya dalam 
bekerja, tetapi berkenaan juga dengan substansi yang dikerjakan yang 
dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama akan meningkatkan kemampuan 
dalam mengerjakan suatu bidang tertentu, 
c) Kepribadian, berupa kondisi didalam diri seseorang dalam menghadapi 
bidang kerjanya, seperti minat, bakat, kemampuan bekerjasama/ 
keterbukaan, ketekunan, kejujuran, motivasi kerja, dan sikap terhadap 
pekerjaan    
Sedangkan menurut Anwar faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja 
adalah: faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivasion). Hal ini sesuai 
dengan pendapat Keith Davis dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) 
yang merumuskan 
                                                          
45
 Harbani Pasolong, Op.cit., h. 186-189 
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Human Performance  = Ability x Motivation 
Motivation   = Attitude x Situation 
Ability    = Knowledge x Skill 
Penjelasan  
a. Faktor kemampuan (Ability 
Secara psikologis kemampuan (ability)  terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 
dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai yang memiliki 
IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk 
jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia 
akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.  
b. Faktor Motivasi 
Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi 
situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 
pegawai terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental merupakan 
kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai 
prestasi kerja secara maksimal.46 
 
II.3. Kerangka Pikir 
Menurut Agus Dwiyanto, terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kinerja 
organisasi publik yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 
sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan koordinasi antar unit sedangkan 
                                                          
46
 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara , 2007, “Evaluasi Kinerja SDM”, Bandung: PT Refika Aditama, h. 
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faktor eksternal meliputi pengguna jasa, kelengkapan administrasi dan koordinasi 
dengan instansi lain. Adapun Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut ini : 
Gambar 1. Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
III.1. Lokasi Penelitian 
 Lokasi  penelitian  merupakan  suatu  tempat  atau wilayah dimana penelitian 
akan  dilakukan. Adapun  tempat  penelitian  yang akan dilakukan oleh penulis 
berlokasi di Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. Pemilihan 
lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar merupakan salah satu organisasi publik yang 
bertanggung jawab melakukan pelayanan di bidang Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja sehingga keberadaannya sangat penting bagi masyarakat. 
 
III.2. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiono 
(2003:11) penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif 
sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan 
mendeskripsikan sesuatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif 
yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti 
atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa 
membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sehingga 
memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka 
mengetahui dan memahami Kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar. 
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III.3. Tipe dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
Deskriptif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau 
peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan 
fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari 
obyek yang diteliti. Sedangkan dasar penelitiannya adalah wawancara kepada 
narasumber/informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang 
berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. 
. 
III.4. Unit Analisis 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Penentuan unit analisis 
ini didasarkan pada prtimbangan obyektif, untuk mendeskripsikan penelitian 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar. 
 
III.5. Informan 
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang 
representatif, maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan 
dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
Adapun informan yang dimaksud adalah: 
- Kepala Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar 
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- Kepala bagian Pelayanan teknis Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar 
- Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar 
- Penanggung Jawab Laboratorium Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar 
- Pengguna Jasa Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar 
 
III.6. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk 
memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a) Data Primer. 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 
lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti 
menggunakan cara: 
1) Wawancara 
Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan 
bertanya langsung dengan yang diwawancarai. Hal ini dapat dilakukan 
dengan wawancara mendalam (in-dept interview) dengan menggunakan 
alat penelitian verbal (tape recording) untuk memperoleh data-data yang 
diperlukan dalam penelitian ini agar menjadi lengkap. 
2) Observasi 
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Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian 
terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. 
Observasi dilakukan pada lokasi penelitian dengan mengidentifikasi 
Kinerja B2K3. 
b) Data Sekunder: 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan 
kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang 
mempunyai kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang 
dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara : 
1) Penelitian Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data 
dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan 
yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang 
berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan bersumber 
pada laporan-laporan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti, Kinerja Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar  
2) Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 
kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya. 
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III.7. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder, 
akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif 
berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai masalah 
penelitian. 
 
III.8. Fokus Penelitian 
 Agar penelitian ini dapat terarah, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu 
fokus penelitian sebagai berikut: 
a. Kinerja organisasi ialah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh 
untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang 
berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan 
kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya 
secara efektif. 
b. Faktor Internal adalah lingkungan internal organisasi yang terdiri dari 
kekuatan dan kelemahan yang ada didalam organisasi tetapi biasanya tidak 
dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Faktor internal 
meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan koordinasi antar 
unit. 
c. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses 
upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal 
ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat 
mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana yang 
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dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana yang secara 
langsung mempengaruhi kegiatan operasional yang dapat mendorong 
pencapaian target sehingga tidak terlalu banyak menggunakan waktu 
tunggu. 
d. Sumber daya manusia adalah Salah satu faktor penentu keberhasilan / 
kegagalan organisasi. Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat 
ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya. Organisasi sangat 
membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kompetensi 
tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan 
pekerjaannya. 
e. Koordinasi antar unit merupakan suatu hal yang harus dapat terlaksana 
dengan baik sehingga dapat menghasilkan sasaran dan tujuan suatu 
organisasi. Dalam setiap organisasi yang di dalamnya terbagi menjadi 
beberapa unit pasti terdapat hubungan dan ketergantungan antar unit. Selain 
itu pembagian atau spesialiasi menyebabkan hambatan dan juga 
menimbulkan ketergantungan yang tinggi. Adanya faktor hambatan dan 
saling ketergantungan ini menyebabkan koordinasi sangat diperlukan dalam 
mengintegrasi kinerja setiap unit. 
f. Faktor Eksternal adalah lingkungan luar yang melengkapi operasi 
organisasi yang daripadanya muncul peluang dan ancaman.  Faktor 
eksternal mencakup pengguna jasa, kelengkapan administrasi, dan 
koordinasi dengan instansi lain. 
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g. Pengguna jasa  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan 
kelompok orang atau suatu badan usaha yang menggunakan jasa layanan 
K3 pada Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. Pada 
umumnya pengguna layanan K3 ini adalah perusahaan-perusahaan swasta 
maupun badan usaha milik negara. 
h. Kelengkapan administrasi merupakan salah satu faktor pendukung yang 
mampu meningkatkan kinerja, baik itu kinerja individu maupun kinerja 
organisasi itu sendiri.  
i. Koordinasi dengan instansi lain Koordinasi merupakan salah satu fungsi 
manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi 
kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan 
menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan 
sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan 
organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut 
antara lain dengan memberi instruksi / perintah, mengadakan pertemuan dan 
memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
IV.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja selanjutnya disebut balai 
besar K3 adalah UPT dibidang Kesehatan dan Keselamatan kerja yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi melalui kepala pusat Kesehatan dan Keselamatan kerja. 
Balai besar K3 dipimpin oleh seorang kepala. 
Balai besar K3 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pengujian 
dan pengukuran, perekayasaan dan penerapan teknologi, pengembangan sumber 
daya manusia, promosi dan kerjasama serta pelayanan konsultasi dan koordinasi di 
bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja. 
Balai Besar K3 Makassar sebagai milik publik berusaha membantu industri 
dalam penerapan K3 yang dapat bermanfaat bagi masyarakat industri maupun 
pemerintahan dalam mendorong upaya perlindungan maupun produktivitas tenaga 
kerja dalam bekerja. Pemahaman dan pelaksanaan K3 di perusahaan sangat 
diperlukan, hal ini berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja terhadap kecelakaan 
kerja dan penyakit akibat kerja yang tidak lain merupakan fungsi dari pelaksanaan 
K3 di tempat kerja.  
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1. Visi dan Misi Balai Besar K3 Makassar 
a) Visi Balai Besar K3 Makassar 
 Visi adalah suatu pikiran yang melampaui realitas sekarang, suatu 
yang kita ciptakan yang belum pernah ada sebelumnya, suatu keadaan yang 
akan kita wujudkan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Visi Balai 
Besar K3 Makassar adalah ”Terwujudnya budaya dan kemandirian pekerja 
dan pengusaha dalam pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan kerja” 
b) Misi Balai Besar K3 Makassar 
Misi adalah jalan pilihan suatu organisasi untuk menyediakan produk 
atau jasa bagi pelanggannya. Misi Balai Besar K3 Makassar adalah sebagai 
berikut : 
1. Memberikan kepuasan pelanggan dan mitra kerja dalam pelayanan 
bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja. 
2. Meningkatkan kesadaran dunia usaha dalam menerapkan Kesehatan 
dan Keselamatan kerja. 
3. Meningkatkan koordinasi yang sinergis antar pengendali 
(stakeholder) di bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja. 
4. Mewujudkan penerapan system manajemen Kesehatan dan 
Keselamatan kerja yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. 
5. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di bidang 
Kesehatan dan Keselamatan kerja 
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c) Motto Balai Besar K3 Makassar 
Motto Balai Besar K3 Makassar ”Kecepatan, ketepatan, akurasi, dan 
akuntabel dalam pelayanan Kesehatan dan Keselamatan kerja untuk 
kepuasan pelanggan” 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar K3 Kerja Makassar 
Dalam melaksanakan tugasnya, balai besar K3 menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan kerja; 
b. Pelayanan teknis pengujian dan pengukuran di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan kerja; 
c. Perekayasaan dan penerapan teknologi di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan kerja; 
d. Pelaksanaan analisis dan pengkajian terapan di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan kerja; 
e. Pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi tempat uji kompetensi (TUK) di 
bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja; 
f. Pengelolaan data sertifikasi profesi di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan kerja; 
g. Pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan kerja; 
h. Koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan kerja; 
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i. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Kesehatan dan Keselamatan 
kerja; 
j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah Balai Besar. 
 
3. Stuktur Organisasi Balai Besar K3 Makassar 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar terdiri dari perangkat-perangkat yang ada 
didalamnya seperti dalam struktur organisasi Balai Besar K3 Makassar. Adapun 
susunan organisasi Balai Besar K3 Makassar terdiri atas: 
a. Bagian Tata Usaha; 
b. Bidang Pelayanan Teknis; 
c. Bidang Penyelenggaraan Dan Pemberdayaan; 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
4. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan 
1) Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
rencana, program, dan anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, 
persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan 
penyusunan laporan; 
b. Pelaksanaan urusan keuangan; 
c. Pelaksanaan urusan kepegawaian; dan 
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d. Pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah 
tangga Balai Besar. 
2) Bagian tata usaha terdiri atas: 
a. Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan, mempunyai tugas 
melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi 
dan penyusunan laporan serta pengelolaan keuangan. Dalam 
melaksanakan tugasnya Subbagian Program, Evaluasi dan 
Keuangan menyelenggarakan fungsi : 
1. Penyusunan rencana, program dan anggaran Balai Besar; 
2. Pengelolaan, penyajian data dan informasi Balai Besar; 
3. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Balai Besar; 
4. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi 
perbendaharaan; dan 
5.  Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha keuangan. 
b. Subbagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas melakukan 
urusan kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan 
rumah tangga Balai Besar. Dalam melaksanakan tugasnya, 
Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi 
1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; 
2. Penyiapan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana; 
3. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik kekayaan Negara 
(BMN) Balai Besar; 
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4. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan dan 
perpustakaan; dan 
5. Penyiapan bahan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga 
Balai Besar. 
3) Bidang pelayanan teknis mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan 
pengukuran, perekayasaan, dan penerapan teknologi serta analisis dan 
pengkajian terapan di bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Teknis menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Pelayanan teknis pengujian dan pengukuran di bidang Kesehatan 
dan Keselamatan kerja; 
b. Pelaksanaan perekayasaan dan penerapan teknologi di bidang 
Kesehatan dan Keselamatan kerja; 
c. Pelaksanaan analisis dan pengkajian terapan di bidang Kesehatan 
dan Keselamatan kerja. 
4) Bidang pelayanan teknis terdiri atas: 
a. Seksi Pelayanan, Pengujian dan Pengukuran, mempunyai tugas 
melakukan pelayanan teknis pengujian dan pengukuran di bidang 
Kesehatan dan Keselamatan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, 
Seksi Program menyelenggarakan fungsi; 
1. Penyiapan bahan pelayanan teknis pengujian di bidang 
Kesehatan dan Keselamatan kerja; dan 
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2. Penyiapan bahan pelayanan teknis pengukuran di bidang 
Kesehatan dan Keselamatan kerja  
b. Seksi Pengkajian. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perekayasaan dan penerapan teknologi serta analisis dan pengkajian 
terapan di bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Seksi Pengkajian menyelenggarakan fungsi; 
1. Penyiapan bahan perekayasa dan penerapan teknologi di bidang 
Kesehatan dan Keselamatan kerja; dan 
2. Penyiapan bahan analisis dan pengkajian terapan di bidang 
Kesehatan dan Keselamatan kerja. 
5) Bidang penyelenggaraan dan pemberdayaan mempunyai tugas 
melaksanakan pelatihan, fasilitasi tempat uji kompetensi (TUK), 
pengelolaan data sertifikasi profesi, pelayanan konsultasi, 
penyebarluasan informasi, promosi dan pemasaran, serta koordinasi dan 
kerjasama kelembagaan di bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyelenggaraan dan 
Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan pelatihan di bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja; 
b. Fasilitasi tempat uji kompetensi ( TUK) di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan kerja; 
c. Pengelolaan data sertifikasi profesi di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan kerja; 
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d. Pelayanan konsultasi, penyebarluasan informasi, promosi dan 
pemasaran di bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja; 
e. Koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan kerja. 
6) Bidang penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: 
a. Seksi Penyelenggaraan, mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan pelatihan, fasilitasi tempat uji kompetensi dan pengelolaan 
data sertifikasi prosfesi di bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penyelenggara 
menyelenggarakan fungsi; 
1. Penyiapan bahan pelatihan di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan kerja;  
2. Penyiapan bahan fasilitas tempat uji kompetensi dibidang 
Kesehatan dan Keselamatan kerja; dan 
3. Penyiapan bahan pengelolaan data sertifikasi profesi di bidang 
Kesehatan dan Keselamatan kerja.  
b. Seksi Pemberdayaan, mempunyai tugas melakukan pelayanan 
konsultasi, penyebarluasan informasi, promosi dan pemasaran serta 
koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi 
pemberdayaan menyelenggarakan fungsi 
1. Penyiapan bahan pelayanan konsultasi di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan kerja; 
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2. Penyiapan bahan penyebarluasan informasi, promosi dan 
pemasaran di bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja; dan 
3. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama kelembagaan di 
bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja 
7) Kelompok jabatan fungsional pada unit pelaksana teknis di lingkungan 
pusat Kesehatan dan Keselamatan kerja mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
a. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh 
seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Balai 
Besar dan Balai 
b. Jumlah jabatan fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja 
c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
5. Program Kerja 
1) Program rakernis K3 dalam rangka mengggalang koordinasi 
a. Administrasi umum 
b. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan akreditasi 
c. Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan K3 
2) Program peningkatan kualitas SDM di wilayah Indonesia timur 
a. Pelatihan bidang K3 
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b. Pelatihan epid dan surcveillance K3 
c. Pelatihan met. Lit. bidang K3 
d. Pelatihan manajemen data bidang  K3  
e. Pelatihan manajemen mutu terpadu 
f. TOT HIV/AIDS di tempat kerja 
g. TOT TBC di tempat  Kerja 
h. TOT malaria ditempat kerja 
i. TOT personil Balai Besar K3 
j. TOT Tata graha 
3) Program pengembangan SDM K3 di wilayah Indonesia bagian timur 
a. Pelatihan dokter perusahaan 
b. Pelatihan paramedic perusahaan 
c. Pelatihan manager perusahaan 
d. Pelatihan P2K3 
e. Pelatihan petugas P3K 
f. Pelatihan teknisi hygiene industri 
g. Pelatihan pengelola makan tenaga kerja 
h. Pelatihan mgt bahan kimia berbahaya 
i. Pelatihan managemen APD 
j. Pelatihan managemen resiko 
k. Pelatihan tanggap darurat industry 
l. Pelatihan penatalaksanaan rumah tanggap industry 
m. Pelatihan internal auditor SMK3 
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n. Pelatihan managemen mutu 
o. Pelatihan managemen tata graha 
p. Peltihan operator/teknisi K3 
4) Program Melakukan penilaian kepada karyawan yang berprestasi dan 
pemberian penghargaan 
a. Mengirim karyawan untuk pendidikan formal/informal baik dalam dan 
luar negeri 
b. Promosi jabatan 
5) Pogram pengembangan kompetensi 
a. Surveilance epidemiologi K3 
b. Pengkajian standar, pedoman, metode, SOP 
c. Penyusunan bahan uji kompetensi 
d. Pelatihan assessor kompetensi K3 dan Assesor lisensi K3 
6) Program Penyebarluasan informasi 
a. Penyusunan bahan penyuluhan K3 
b. Pembuatan display pengendalian K3 
c. Pembuatan leaflet, poster, booklet 
d. Penyusunan glossary 
e. Pembuatan majalah, newsletter 
f. Sosialisasi SNI 
7) Program Penyempurnaan prosedur pelayanan 
a. Mengikuti pelatihan K3 baik secara formal dan informal 
b. Melaksanakan peraturan menteri di bidang K3 
56 
 
c. Membuat MOU 
d. Membuat model pelayanan 
8) Program Pelayanan dan konsultasi teknis 
a. Pengujian K3 di industri kecil dan menengah 
b. Konsultasi dan Advokasi K3 
c. Pengujian K3 dasar rekomendasi pegawai pengawasan KK 
d. Swadana Perusahaan 
9) Program Pengembangan evaluasi dan pelaporan  
a. Analisis pelayanan teknis K3 
b. Analisis penerapan SMK3 
c. Analisis pengembangan SDM 
d. Penyusunan statsitika K3 
e. Penyusunan laporan rutin (annual report) 
f. Penyusunan program dan rencana kerja 
10) Program Pengkajian K3 
a. Pengkajian keselamatan kerja 
b. Pengkajian hiperkes 
c. Pengkajian go green 
11) Program Pembentukan badan layanan umum 
a. Peningkatan pelayanan , pengujian, pengukuran, pemeriksaan 
kesehatan dan pelatihan K3 
12) Program Peningkatan jejaring kerja regional dan internasional 
b. Kegiatan ASEAN OSHNET 
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c. Kegiatan ILO 
13) Program Peningkatan jejaring kerja antar daerah 
a. Pertemuan kepala balai 
14) Program Peningkatan kerja sama dengan stakeholder 
a. Pertemuan ikatan profesi/ahli 
15) Program Pembentukan organisasi K3 perusahaan (P2K3) 
a. Penyuluhan K3 
b. Konsultasi K3 
c. Uji coba pelaksanaan K3 ditempat kerja 
16) Program Perlindungan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan 
a. Penyusunan RSNI 
b. Penyusunan pedoman penerapan RSNI 
c. Penyusunan juklak/juknis 
IV.2. Pembahasan  
 Dalam subbab ini penulis akan memaparkan temuan di lokasi penelitian 
tentang hal yang berkaitan dengan kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan pada kerangka 
pikir. Berdasarkan skema kerangka pikir yang telah penulis paparkan pada bab 
tinjauan pustaka bahwa untuk mengetahui alasan belum optimalnya kinerja Balai 
Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar ditinjau dari segi internal dan 
eksternal organisasi. Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian ini akan 
dikelompokkan sebagai berikut: 
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IV.2.1 Faktor Internal 
1. Sarana dan prasarana 
Sarana  merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 
mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu 
yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 
pembangunan, proyek). Pada dasarnya sarana lebih ditujukan untuk benda-benda 
yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih 
ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, dan tanah. 
Sarana dan prasarana juga mempunyai arti dan  maksud yang sama dengan istilah 
perbekalan kantor.  
Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, 
sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan 
kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan 
prasarana, mustahil tujuan akan dicapai. Demikian halnya kantor, tempat 
berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan ketatausahaan atau 
administrasi, juga sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor. Bahkan tidak 
akan ada pekerjaan kantor yang tidak berkaitan dengan sarana dan prasarana 
kantor. Sarana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana 
yang secara langsung mempengaruhi kegiatan operasional yang dapat mendorong 
pencapaian target sehingga tidak terlalu banyak menggunakan waktu tunggu.  
Oleh karena itu, penggunaan sarana dan prasarana pada Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar harus tersedia dengan baik sehingga 
proses pelayanan menjadi lancar yang tujuannya adalah peningkatan kinerja 
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organisasi. Adapun gambaran kondisi sarana dan prasarana kantor Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar  dilihat dari jumlah aset yang dimiliki 
berdasarkan data sekunder yang diperoleh penulis di lokasi penelitian dapat 
digambarkan dalam tabel berikut. 
Tabel 1. Aset B2K3 Makassar 
No. Uraian Jumlah 
1. Gedung Kantor 2 Buah 
2. Laboratorium 1 Buah 
3. Kendaraan Dinas:   
           Mobil Laboratorium / Uji Lingkungan 2 Buah 
           Mobil Operasional 5 Buah 
           Sepeda Motor 1 Buah 
4. Mobil Rontgen 1 Buah 
5. Mobil Box (Uji Audiometri) 1 Buah 
6. Perlengkapan / alat pengujian 1 Paket 
7. Perlengkapan / alat Pemkes 1 Paket 
Sumber: Data Sekunder B2K3 Makassar 2012 
Berkaitan dengan sarana dan prasarana tersebut, berikut petikan hasil 
wawancara dengan Bapak Hermanto R, SE selaku Kepala Balai Besar Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja Makassar: 
“Kalau masalah sarana dan prasarana sebenarnya di kantor ini bisa dibilang 
belum cukup untuk operasional kegiatan kantor sehari-hari. Masih ada yang 
perlu ditambah. Misalnya mobil operasional yang sebenarnya masih 
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terbatas. Kalau ada beberapa perusahaan yang mau dilayani dalam waktu 
yang bersamaan, terus beberapa mobil operasional masih terpakai juga di 
perusahaan lain, kalau sudah begitu pelayanan ke perusahaan lain juga jadi 
terhambat.” (wawancara 15  Maret 2012) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Dr. Hj. Aminah, AS selaku Kepala 
Bidang Pelayanan Teknis yang membawahi Seksi Pengukuran dan Pengujian, dan 
Seksi Pengkajian dan Konsultasi. Berikut merupakan petikan hasil wawancara 
dengan Ibu Dr. Hj. Aminah, AS: 
“Peralatan kantor masih banyak yang kurang dan harus diganti. Misalnya 
saja peralatan di laboratorium. Kebanyakan alat-alat di laboratorium sudah 
tua seperi AAS. Alat-alat pelayanan teknis juga sebagian besar sudah 
ketinggalan, seperti alat stack sampling yang harusnya diganti dengan yang 
lebih modern.” (wawancara 19 Maret 2012) 
Hal yang hampir senada juga diungkapkan oleh Ibu Katarina Rini Kusniati 
S.Si selaku penanggung jawab Laboratorium Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar. Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu Katarina 
Rini Kusniati S.Si:   
“Sarana dan prasarana dikantor ini terutama di laboratorium bisa dibilang 
lumayan cukup tapi ada beberapa yang perlu diganti misalnya alat-alat di 
laboratorium yang kebanyakan sudah tua” (wawancara 13 Maret 2012) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar, Kepala Bidang Pelayanan Teknis, dan Penanggung 
Jawab Laboratorium Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar 
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pada 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar masih belum memadai 
dan masih perlu ada penggantian serta penambahan beberapa peralatan 
operasional. Hal ini belum sesuai dengan teori tentang sarana dan prasarana yang 
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mengharuskan agar sarana dan prasarana kantor tersedia dengan lengkap dan 
memiliki kualitas yang baik, karena pada dasarnya sarana dan prasarana memiliki 
fungsi sebagai berikut :  
- Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat 
waktu. 
- Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa. 
- Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin. 
- Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku. 
- Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin. 
- Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. 
- Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang 
mempergunakannya. 
 
2. Sumber daya manusia 
Salah satu faktor penentu keberhasilan / kegagalan organisasi adalah faktor 
sumber daya manusia. Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat 
ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya. Organisasi sangat membutuhkan 
sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang 
dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya. 
Sumber daya manusia merupakan sumber pengetahuan, keterampilan, dan 
kemampuan yang terakumulasi dalam diri anggota organisasi. Kemampuannya ini 
terus diasah oleh organisasi dari waktu ke waktu dan terus mengembangkan 
keahliannya sebagai pilar organisasi agar selalu memiliki keunggulan kompetitif. 
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Sumber daya manusia juga merupakan sumber keunggulan kompetitif yang 
potensial karena kompetensi yang dimilikinya berupa intelektualitas, sifat, 
keterampilan, karakter personal, serta proses intelektual dan kognitif, tidak dapat 
ditiru oleh perusahaan lain. 
Sumber daya manusia juga merupakan faktor sentral dalam suatu 
organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai 
visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus 
oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan 
institusi / organisasi. 
Untuk mengetahui gambaran sumber daya manusia serta proses manajemen 
sumber daya manusia pada kantor Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar sesuai dengan data sekunder yang didapatkan penulis, maka penulis 
akan mengelompokkan pembahasannya sesuai dengan tingkat pendidikan dan 
jumlah pegawai, pemberian insentif, serta pengadaan diklat atau pelatihan pegawai. 
 
a. Tingkat pendidikan dan Jumlah Pegawai 
Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi, 
sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan handal serta 
memiliki kemampuan yang memadai untuk menunjang tugas yang dibebankan 
kepadanya. Salah satu barometer yang dipakai dalam melihat hal tersebut adalah 
berdasarkan tingkat pendidikan aparatur. Dalam pandangan umum, semakin tinggi 
tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan 
orang tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Tingkat pendidikan seseorang dapat 
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menggambarkan kemampuan seseorang untuk bekerja. Apabila tingkat pendidikan 
seseorang tinggi maka orang akan menilai bahwa orang tersebut memiliki wawasan 
yang luas dan pengetahuan yang tinggi sehingga mempunyai derajat di masyarakat. 
Pendidikan seorang pegawai sangatlah mempengaruhi loyalitas kerjanya, maka oleh 
karenanya seorang pegawai seharusnya mempunyai pendidikan yang tinggi sesuai 
dengan bidangnya. Dengan semakin banyaknya pegawai yang mempunyai tingkat 
pendidikan yang tinggi di suatu organisasi / instansi maka semakin besar pula 
pengaruhnya terhadap kinerja organisasi / instansi tersebut. 
Adapun mengenai kondisi sumber daya manusia Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar bila dilihat dari tingkat pendidikan serta jumlah 
pegawai, berikut petikan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto R, SE selaku 
Kepala Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. 
“Kalau dari jumlahnya, sumber daya manusia di sini masih kurang, 
seharusnya masih perlu di tambah lagi. Kami masih kekurangan pegawai 
untuk tenaga teknis fungsional, yang terjun ke lapangan untuk melakukan 
pengujian di perusahaan. Tapi kalau tingkat pendidikan itu sudah merata 
dan berpendidikan tinggi.” (wawancara 15 Maret 2012) 
Dari petikan wawancara dengan Kepala Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar tersebut di atas, dapat diketahui bahwa  bila dilihat 
dari segi kuantitas, jumlah pegawai pada Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar belum memadai sedangkan dari segi tingkat pendidikan rata-rata 
mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Bila dilihat dari tingkat pendidikannya 
maka tingkat pendidikan pegawai Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar telah sesuai dengan syarat tingkat pendidikan pegawai yang seharusnya 
tidak rendah dan sesuai dengan beban kerjanya. Dengan menempuh tingkat 
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pendidikan tinggi menyebabkan seorang pegawai memiliki pengetahuan yang tinggi 
pula. Orang dengan kemampuan dasar yang tinggi apabila mendapatkan 
kesempatan-kesempatan pelatihan dan motivasi yang tepat, akan lebih mampu dan 
cakap untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan demikian jelas 
bahwa pendidikan akan mempengaruhi kinerja pegawai. 
Untuk mengetahui gambaran pegawai dari segi tingkat pendidikan, berikut 
data sekunder yang diperoleh peneliti pada kantor Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar. 
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Tabel 2. Jumlah Pegawai Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar Menurut Tingkat Pendidikan 
 
Sumber: Data Sekunder B2K3 Makassar 2012 
Dari data pegawai menurut tingkat pendidikan tersebut peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar sangat memadai untuk menjalankan kegiatan 
No Bidang Tugas 
Pasca 
Sarjana 
(S2) 
Sarjana 
Akta IV 
(SI) 
Sarjana 
Muda 
(D3) 
SLTA 
SLTF 
/SD 
Jumlah 
1 Ka. Balai Besar K3 1 - - - - 1 
2 Kabag. Tata Usaha - 1 - - - 1 
3 Kabid Pelayanan tehnis 1 - - - - 1 
4. Kabid Penyelenggaraan dan 
Pemberdayaan - 1 - - - 1 
5 Kasubag. Kepegawaian & 
Umum - - - 1 - 1 
6 Kasub. Program Evaluasi & 
Keuangan - 1 - - - 1 
7 Kasi. Pengukuran dan 
Pengujian 1 - - - - 1 
8 Kasi. Penyelenggaraan 1 1 - - - 1 
9 Kasi. Pengkajian 1 - - - - 1 
10 Kasi. Pemerdayaan  - 1 - - - 1 
11 Teknisi Fungsional             
 *Perekayasa 1 1 - - - 2 
 *Litkayasa - 1 - 3 - 4 
12 Staf 1 17 4 15 1 38 
Jumlah 5 25 5 18 1 54 
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operasional kantor, hal ini terlihat dari jumlah pegawai yang tingkat pendidikannya 
sesuai dengan beban kerja (jabatan) yang diberikan kepadanya. Sedangkan secara 
keseluruhan terlihat bahwa jumlah pegawai dengan pendidikan yang tingkatannya 
lebih tinggi (diploma 3 ke atas) mempunyai persentase yang lebih tinggi yaitu 
sebangak 30 pegawai dari 54 pegawai yang ada, atau secara persentase sebanyak 
55,56 persen (lebih dari setengah) dari jumlah keseluruhan pegawai Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. 
Dengan rata-rata tingkat pendidikan yang lebih tinggi tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar rata-rata juga akan berkualitas tinggi 
sehingga kinerja organisasi juga akan semakin meningkat. 
Pada Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar, terdapat 
sekitar 54 pegawai dengan tingkat pendidikan dan golongan yang berbeda-beda. 
Berikut merupakan gambaran jumlah pegawai Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar berdasarkan data sekunder yang penulis dapatkan di 
lokasi penelitian. 
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Tabel 3. Jumlah Pegawai Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar Menurut Golongan dan Jabatan 
No. Golongan 
Esselon 
II 
Esselon 
III 
Esselon 
IV 
Fungsional Staf Jumlah 
1 IV/a 
- 3 - - - 3 
2 IV/ b 
- - - - - - 
3 IV/ c 
1 - - - - 1 
4 III/ a 
- - - 2 15 17 
5 III/ b 
- - - - 7 7 
6 III/ c 
- - 3 3 2 8 
7 III/ d 
- - 3 1 - 4 
8 II/ a 
- - - - 7 7 
9 II/ b 
- - - - 2 2 
10 II/ c 
- - - - 4 4 
11 II/ d 
- - - - 1 1 
12 I/ a 
- - - - - - 
Jumlah 1 3 6 6 38 54 
Sumber: Data Sekunder B2K3 Makassar 2012 
Dari data pegawai menurut golongan dan jabatan tersebut di atas, terlihat 
bahwa untuk jabatan setingkat esselon berbanding lurus dengan golongan seorang 
pegawai, ini juga sesuai dengan jumlah pegawai yang memegang jabatan setingkat 
esselon yang memang sedikit, yaitu satu orang untuk satu jabatan. Sedangkan 
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untuk jabatan lainnya seperti jabatan fungsional dan staf, distribusi golongan masih 
merata. 
Pendapat yang sama dengan yang diungkapkan oleh kepala Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar mengenai kondisi sumber daya 
manusia di Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar juga 
diungkapkan oleh Ibu Dr. Hj. Aminah, AS selaku Kepala Bidang Pelayanan Teknis 
yang membawahi Seksi Pengukuran dan Pengujian, dan Seksi Pengkajian dan 
Konsultasi. Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Aminah, AS. 
“Jumlah pegawai terutama staf fungsional itu masih kurang, kami masih perlu 
tambahan tenaga fungsional agar pengujian dilapangan berjalan lebih 
cepat” (wawancara 19 Maret 2012) 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Teknis 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar tersebut di atas sekaligus 
dengan wawancara dengan Kepala Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar, dapat disimpulkan bahwa Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar masih membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk mengisi 
posisi tenaga teknis fungsional, yang berperan penting dalam proses penelitian dan 
pengujian sebuah perusahaan.  
 
b. Pemberian Insentif 
Insentif merupakan salah satu variabel penting dalam meningkatkan 
produktivitas kerja. Insentif perlu juga mendapat perhatian pemimpin dalam setiap 
organisasi/instansi. Insentif merupakan daya dorong bagi seseorang untuk 
melakukan suatu tindakan, banyak faktor yang membuat seseorang termotivasi atau 
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terdorong melakukan suatu tindakan diantaranya pemberian insentif berupa gaji atau 
upah. Fungsi utama dari insentif adalah untuk memberikan tanggung jawab dan 
dorongan kepada karyawan. Insentif menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan 
usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tujuan utama pemberian 
insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok. 
Dengan memberikan insentif kepada pegawai maka diharapkan itu akan memotivasi 
mereka agar bekerja lebih baik dan dapat menunjukkan prestasi yang baik. 
Untuk meningkatkan kinerja dan prestasi pegawainya, Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar juga memberikan insentif kepada 
pegawainya. Berkaitan dengan hal ini, berikut petikan hasil wawancara dengan 
Bapak Hermanto R, SE selaku Kepala Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar. 
“Untuk pemberian insentifnya ada, di luar gaji pokok. Ada juga insentif yang 
tidak langsung. Disini ada penilaian untuk pegawai yang berprestasi. Kalau 
ada pegawai yang berprestasi itu dikasih penghargaan dari B2K3.” 
(wawancara 15 Maret 2012) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Teknis Ibu 
Dr. Hj. Aminah, AS, mengenai pemberian insentif kepada pegawai Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. Berikut merupakan petikan hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Teknis Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar. 
“Ada insentif yang kami berikan kepada pegawai sesuai dengan 
pekerjaannya ketika melakukan pengujian dan pelayanan pada suatu 
perusahaan yang sedang diuji kondisi Kesehatan dan Keselamatan 
Kerjanya. Dan ada beberapa insentif tambahan lainnya.” (wawancara 19 
Maret 2012) 
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 Selain itu, ada beberapa jenis insentif lainnya yang dikemukakan oleh Bapak 
Andi Natsir Tantu S.Sos. Berikut merupakan petikan hasil wawancara dengan Bapak 
Andi Natsir Tantu S.Sos selaku Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja Makassar. 
“Insentif buat pegawai B2K3 ada beberapa macam.Ada insentif yang 
namanya honor bulanan, ini kita berikan kepada pegawai setiap 3 bulan, 
anggarannya dari belanja kantor. Insentif lainnya namanya honor kegiatan 
rutin, diberikan pada pegawai kalau targetnya tercapai, misalnya target 
pengukuran sampel. Sumber dananya dari anggaran dipa.” (wawancara 15 
Maret 2012) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar dan Kepala Bidang Pelayanan Teknis Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar serta Kepala Bagian Tata Usaha Balai 
Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pada Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar 
terdapat sistem pemberian insentif yang baik untuk pegawainya. Insentif tersebut 
diberikan kepada pegawai ketika menyelesaikan seluruh kegiatan pelayanan K3 
kepada suatu perusahaan dan pada saat target tercapai.  
Insentif tersebut berasal dari pembagian jasa yang diterima dari perusahaan 
yang telah dilayani, anggaran belanja kantor, dan anggaran dari pemerintah. Selain 
itu, untuk mendorong prestasi kerja pegawainya agar berkinerja baik, Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar juga melakukan penilaian kepada 
pegawai yang berprestasi dalam pekerjaan dan memberikan penghargaan kepada 
pegawai yang berprestasi tersebut. Dengan pemberian penghargaan tersebut maka 
akan menciptakan motivasi pada pegawai dalam bekerja, sehingga akan mendorong 
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pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik. Hal ini telah sesuai dengan tujuan 
insentif yaitu memberi dorongan kepada pegawai agar bekerja dengan baik serta 
memotivasi mereka agar dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik pula. 
 
c. Pelatihan 
Pelatihan merupakan usaha untuk mengurangi atau menghilangkan 
terjadinya kesenjangan antara kemampuan pegawai dengan yang dikehendaki oleh 
organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang 
dimiliki pegawai dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan serta 
merubah sikap. Pegawai merupakan kekayaan organisasi yang paling berharga, 
karena dengan segala potensi yang dimilikinya, pegawai dapat terus dilatih dan 
dikembangkan, sehingga dapat lebih berdaya guna, prestasinya menjadi semakin 
optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Adanya kesenjangan antara kemampuan 
pegawai dengan yang dikehendaki organisasi menjembatani kesenjangan tersebut, 
salah satu cara pelatihan dan pengembangan. Dengan demikian diharapkan seluruh 
potensi yang dimiliki pegawai, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat 
ditingkatkan, akhirnya kesenjangan berkurang atau tidak ada lagi kesenjangan. 
Oleh karena melihat pentingnya pengembangan dan pelatihan pegawai 
tersebut, Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar secara teratur 
juga melakukan pelatihan kepada pegawainya. Sehubungan dengan adanya 
pelatihan pegawai pada Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar, 
berikut petikan hasil wawancara dengan Kepala Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar, Bapak Hermanto R, SE. 
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“Kalau pelatihan untuk pegawai B2K3 itu banyak macamnya, bentuknya 
diklat-diklat K3, ada yang diklat khusus K3, ada juga yang diklat lain-lain 
seperti pelatihan untuk pengkajian standar, pedoman, metode, SOP kantor. 
Pelatihan teknis Hiperkes yang masih jarang.” (wawancara 15 Maret 2012) 
Selain itu, Kepala Bidang Pelayanan Teknis Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar, Ibu Dr. Hj. Aminah, AS, memberikan pernyataan yang 
sama. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Aminah selaku Kepala Bidang 
Pelayanan Teknis Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. 
“Kalau pelatihan pegawai B2K3 banyak. Ada juga pegawai yang dikirim untuk 
mengikuti pelatihan-pelatihan di luar K3 baik itu formal maupun informal. 
Yang masih kurang itu pelatihan teknis Hiperkes.” (wawancara 19 Maret 
2012) 
 
Dari hasil wawancara dengan Kepala Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar dan Kepala Bidang Pelayanan Teknis Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar tersebut di atas, dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh internal Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar maupun pihak lain. Pelatihan tersebut 
dalam bentuk diklat-diklat resmi K3 maupun dengan mengirimkan pegawai Balai 
Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar untuk mengikuti diklat formal 
maupun informal baik di dalam maupun di luar kota. 
Dari data yang ditemukan peneliti pada lokasi penelitian, ada berbagai 
macam pelatihan yang diikuti oleh pegawai Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar. Pelatihan tersebut antara lain dapat digambarkan dalam tabel 
berikut. 
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Tabel 4. Jenis Pelatihan Pegawai Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar 
No. Jenis Pelatihan Jumlah Peserta 
1. Pelatihan surveilance epidemiologi K3 Belum ada 
2. Diklat assessor kompetensi K3 dan assesor lisensi K3 7 
3. Pelatihan pembuatan model pelayanan Belum ada 
4. Konsultasi dan Advokasi K3 Belum ada 
5. Diklat pengkajian standar, pedoman, metode, SOP K3 1 
6. Diklat informal lainnya 25 
Sumber: Observasi dan wawancara 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis pelatihan 
yang terdapat pada Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar 
namun banyak yang belum dilaksanakan secara optimal seperti pelatihan 
surveilance epidemiologi K3, pembuatan model pelayanan, dan Konsultasi dan 
Advokasi K3. Ketiga pelatihan tersebut hanya ditujukan untuk pegawai-pegawai 
dengan posisi khusus. 
Dengan adanya berbagai pelatihan tersebut, Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar telah menjalankan program pengembangan pegawai 
yang teratur dan berkesinambungan sehingga akan menambah pengetahuan dan 
keterampilan pegawainya dibidang K3 dan operasional pelayanan di kantor. 
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Sedangkan yang perlu dibenahi sesuai dengan hasil wawancara dengan 
Kepala Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar serta Kepala 
Bidang Pelayanan Teknis Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar 
adalah mengadakan pelatihan teknis Hiperkes dan KK yang seharusnya 
diselenggarakan oleh Pusdiklat. 
3. Koordinasi antar unit 
Dalam setiap organisasi yang di dalamnya terbagi menjadi beberapa unit 
pasti terdapat hubungan dan ketergantungan antar unit. Selain itu pembagian atau 
spesialiasi menyebabkan hambatan dan juga menimbulkan ketergantungan yang 
tinggi. Adanya faktor hambatan dan saling ketergantungan ini menyebabkan 
koordinasi sangat diperlukan dalam mengintegrasi kinerja setiap unit. Peran 
diadakannya koordinasi dalam hal ini adalah berupaya membuat struktur dan 
memfasilitasi transaksi antar bagian yang saling bergantung. Sedangkan tujuan dari 
koordinasi adalah mengupayakan agar kinerja setiap unit menjadi teratur, 
meminimalisir terjadinya kekacauan sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai. 
Dalam struktur organisasi Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar, terdapat dua bidang kerja yang dibawahi oleh kepala Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar yaitu Bidang Pelayanan Teknis dan 
Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan. Bidang Pelayanan Teknis 
membawahi seksi pengkajian dan konsultasi, serta seksi pengukuran dan pengujian. 
Sedangkan bidang penyelenggaraan dan pemberdayaan membawahi seksi 
penyelenggaraan, serta seksi pemberdayaan. Selain itu juga terdapat bidang 
pendukung yaitu Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dalam 
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menjalankan fungsinya tiap bidang saling berkoordinasi satu sama lain, terutama 
ketika memberikan pelayanan dan jasa K3. Sehubungan dengan koordinasi antar 
unit pada Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar, berikut petikan 
hasil wawancara dengan Bapak Hermanto R, SE selaku Kepala Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. 
“Koordinasi antara bagian disini sangat baik. Antara bidang yang satu 
dengan yang lain saling terjalin komunikasi yang baik. Tiap bulan juga di sini 
di adakan pertemuan namanya rapat kerja bulanan yang diikuti oleh semua 
unit.” (wawancara 15 Maret 2012) 
 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Hermanto R, SE selaku Kepala Balai 
Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar di atas, dapat disimpulkan 
bahwa koordinasi antar unit pada Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar telah terbangun dengan baik. Hal ini juga dikarenakan oleh struktur Balai 
Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar yang tidak terlalu besar 
sehingga komunikasi yang terbentuk antara unit yang satu dengan unit yang lain 
sangat kuat sehingga kegiatan operasional organisasi pun dapat berjalan dengan 
lancar. 
 
IV.2.2 Faktor Eksternal 
1. Pengguna jasa 
Pengguna jasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan 
kelompok orang atau suatu badan usaha yang menggunakan jasa layanan K3 pada 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. Pada umumnya 
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pengguna layanan K3 ini adalah perusahaan-perusahaan swasta maupun badan 
usaha milik negara. 
Mengenai pengguna jasa tersebut, berikut merupakan petikan hasil 
wawancara dengan Kepala Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar, Bapak Hermanto R, SE. 
“Pengguna jasa B2K3 paling banyak perusahaan swasta. Dalam sebulan 
jumlah pengguna jasa biasanya sekitar sepuluh perusahaan tapi kadang 
juga tidak menentu, dan kalau dalam setahun ada peningkatan 25% - 30% 
beberapa tahun terakhir ini.” (wawancara 15 Maret 2012) 
Lebih lanjut mengenai pengguna jasa, berikut merupakan petikan hasil 
wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Aminah, AS selaku Kepala Bidang Pelayanan Teknis 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar.  
“Pengguna jasa B2K3 bisa berasal dari dalam kota, luar kota, dan ada juga 
yang dari luar Sulawesi Selatan yang masih dalam wilayah kerja B2K3 
Makassar. Kebanyakan yang diuji dari dalam kota, tapi yang dari luar 
Sulawesi Selatan juga lumayan banyak.” (wawancara 19 Maret 2012) 
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar dan Kepala Bidang Pelayanan Teknis Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar tersebut diatas, dapat disimpulkan 
bahwa ada peningkatan pengguna jasa dari segi kuantitas dalam beberapa tahun 
terakhir. Pengguna jasa tersebut kebanyakan adalah dari dalam kota, dan tidak 
sedikit pula yang berasal dari luar kota maupun dari luar propinsi yang masih dalam 
wilayah kerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar yang 
merupakan unit pelaksana teknis departemen tenaga kerja dan transmigrasi republik 
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Indonesia di Indonesia bagian timur, mempunyai wilayah kerja di sepuluh provinsi 
dengan gambaran sebagai berikut. 
 
Gambar 2. Cakupan Wilayah Kerja Balai Besar K3 Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Profil Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar 
2012 
Dengan cakupan wilayah yang luas tersebut memberi peluang pengguna 
jasa K3 potensial, dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang besar. Adapun 
gambaran jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang berpotensi untuk mendapatkan 
pelayanan K3 disepuluh propinsi tersebut adalah sebagai berikut. 
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Tabel 5. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Wilayah Indonesia Timur 
Provinsi Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja 
Papua 1.526 92.113 
Irian Jaya Barat 2.239 14.725 
Maluku Utara 794 3.926 
Maluku 1.215 19.248 
Sulawesi Utara 4.65 62.715 
Gorontalo 2.156 10.417 
Sulawesi Tengah 2.874 28.021 
Sulawesi Selatan 11.112 350.645 
Sulawesi Tenggara 3.484 45.122 
Sulawesi Barat 712 8.76 
Jumlah 45.218 635.199 
Sumber: Data Sekunder B2K3 Makassar 2012 
Sehubungan dengan jumlah perusahaan yang besar tersebut, berikut 
merupakan hasil wawancara dengan bapak Hermanto R, SE selaku Kepala Balai 
Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. 
“B2K3 wilayah kerjanya luas di sepuluh provinsi, banyak sekali perusahaan 
dan tenaga kerja di sepuluh provinsi tersebut. Tapi kami terkendala di dana. 
Anggarannya masih belum memadai. Kami menginginkan agar semua 
perusahaan disepuluh provinsi itu menggunakan jasa K3, tapi dana untuk itu 
masih terbatas.” (wawancara 15 Maret 2012) 
Dari wawancara dengan Kepala Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan luasnya wilayah kerja 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar, terdapat potensi juga 
79 
 
hambatan dalam hal menerapkan K3 diseluruh perusahaan yang ada di wilayah 
kerja tersebut, hal ini terutama dikarenakan anggaran yang belum memadai untuk 
dapat menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja diseluruh perusahaan 
tersebut.  
Namun, dari segi pencapaian, sudah cukup banyak pula perusahaan yang 
diuji Kesehatan dan Keselamatan Kerjanya. Berikut gambaran jumlah perusahaan 
yang telah diuji Kesehatan dan Keselamatan Kerjanya. Pemaparan jumlah 
perusahaan ini akan penulis bagi sesuai dengan bidang pelayanan yang disediakan 
oleh Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. Berikut adalah 
jumlah perusahaan yang telah diuji lingkungan kerjanya (bidang pelayanan 
Hiperkes). 
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Tabel 6. Jumlah Pelayanan Kepada Perusahaan Yang Telah Diuji lingkungan 
Kerja 
Sumber: Data Sekunder B2K3 Makassar 2012 
Dalam proses pengujian perusahaan-perusahaan tersebut di atas, terdapat 
beberapa item yang dijadikan acuan untuk mengukur kesehatan lingkungan kerja 
suatu perusahaan yaitu: 
1. Pengukuran faktor fisik 
- Kebisingan 
- Penerangan  
- Iklim kerja 
No Jenis Usaha Jumlah Perusahaan Jumlah Lokasi 
1 Perkayuan / Rotan 72 648 
2 Percetakan 28 162 
3 Gudang 9 56 
4 Tambang 19 187 
5 Makanan/Minuman 63 425 
6 Bengkel 52 349 
7 Cold Stroge 8 52 
8 Listrik 8 79 
9 Perkebunan 21 202 
10 Pestisida 8 32 
11 Lain-lainnya 42 347 
  Jumlah 322 2575 
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- Sinar Ultra Violet 
- Getaran 
2. Pengukuran faktor kimia 
- Pengukuran gas CO2, H2S, NOX, So2, OX, Nh3 dan lain-lain 
- Partikel lingkungan kerja 
- Kandungan logam berat, serat asbes 
- Pengujian jenis dan struktur tanah 
3. Ergonomi 
- Ukuran anthropometri 
- Kebugaran 
- Sikap dan cara kerja 
- Konsultasi ergonomi 
4. Pengujian air buangan / limbah industri 
5. Pengujian emisi bergerak dan emisi tidak bergerak 
Dengan adanya pelayanan ini diharapkan terciptanya lingkungan kerja yang 
sehat bagi tenaga kerja suatu perusahaan. Adapun jumlah perusahaan beserta 
tenaga kerjanya yang telah diperiksa kesehatan kerjanya (bidang kesehatan kerja) 
dapat digambarkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 7. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Diperiksa Kesehatan Kerja 
No Jenis Usaha Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja 
1 Makanan / Minuman 31 798 
2 Perkebunan 16 609 
3 Bengkel 13 234 
4 Konstruksi 5 130 
5 Perkayuan / Rotan 21 906 
6 Pestisida 4 40 
7 Tambang 5 155 
8 Listrik 1 50 
9 Cold Stronge 3 60 
10 Beton 4 200 
11 Pertanian 5 135 
12 lain-lainya 1 100 
 
Jumlah 113 2372 
Sumber: Data Sekunder B2K3 Makassar 2012 
Dalam proses pemeriksaan kesehatan kerja tersebut di atas, Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar memberikan pelayanan pemeriksaan 
kesehatan tenaga kerja, baik pemeriksaan awal, berkala, maupun pemeriksaan 
khusus yang meliputi pemeriksaan: 
1. Monitoring biologis 
- Pemeriksaan kandungan logam berat dalam darah 
- Pemeriksaan kandungan logam dalam urine 
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2. Tes kesehatan 
- Pemeriksaan fisik 
- Pemeriksaan laboratorium rutin, kimia darah 
- Pemeriksaan spirometri 
- Pemeriksaan audiometri 
- Pemeriksaan visus 
- Pemeriksaan thorax 
- Pemeriksaan ekg 
3. Konsultasi gizi kerja 
Selain itu juga terdapat bidang pelatihan tenaga kerja yang disediakan oleh 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. Adapun gambaran jumlah 
perusahaan yang tenaga kerjanya telah mengikuti pelatihan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja dapat dipaparkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 8. Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan yang Telah Mengikuti Pelatihan K3 
No Tenaga Teknis Jumlah (orang) Ket 
1 Dokter Perusahaan 447   
2 Paramedis 68   
3 Pengelola Jasa Boga 155   
4 P2K3 225   
5 Teknisi 160   
6 Tenaga Kerja Baru 90   
7 Operator Forklif 57   
8 Operator Ketel Uap 95   
9 Internal Audit SMK3 30   
10 P3K 10   
11 Ahli K3 Umum 13   
  Sumber: Data Sekunder B2K3 Makassar 2012 
Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja melalui 
pelatihan-pelatihan, diharapkan tenaga kerja dapat bekerja dengan sehat dan 
selamat. Sehingga terhindar dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar memiliki berbagai 
modul fasilitas dan sarana pelatihan serta dukungan instruktur yang kompeten 
dibidangnya untuk melakukan pelatihan dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja. Terdapat beberapa jenis pelatihan yang disediakan oleh Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar yang ditujukan baik untuk dokter 
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perusahaan, manajer perusahaan, dan sebagainya. Pelatihan-pelatihan tersebut 
antara lain: 
- Pelatihan K3 bagi dokter, paramedis, P2K3 perusahaan 
- Pelatihan K3 bagi manajer perusahaan / supervisor 
- Pelatihan petugas P3K 
- Pelatihan teknisi hiperkes 
- Pelatihan pengelola makan tenaga kerja 
- Pelatihan manajemen bahan kimia berbahaya 
- Pelatihan manajemen APD 
- Pelatihan manajemen risiko 
- Pelatihan tanggap darurat industri 
- Pelatihan penatalaksanaan rumah tangga industri 
- Pelatihan internal auditor SMK3 
Dengan adanya berbagai layanan kesehatan tersebut di atas, serta beberapa 
pencapaian yang telah diperoleh Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar, memberikan gambaran mengenai bagaimana kinerja pelayanan kantor 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar dari segi pengguna jasa. 
Kepada setiap perusahaan yang telah diberikan pelayanan K3, Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar memberikan kuesioner kepuasan 
pelanggan yang diharuskan untuk diisi ketika suatu perusahaan telah dilayani. 
Kuesioner tersebut merupakan inisiatif dari Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar yang ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh kepuasan 
perusahaan yang telah dilayani terhadap layanan yang didapatkan dari Balai Besar 
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Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar, sehingga semua jawaban yang 
diberikan oleh perusahaan akan menjadi masukan yang berharga bagi Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar untuk terus meningkatkan 
pelayanannya terhadap pengguna jasa K3. Sebagai catatan bahwa semua jawaban 
yang diberikan oleh perusahaan dalam kuesioner tersebut bersifat rahasia dan tidak 
dipublikasikan kepada pihak manapun. Hal ini akan membuat pengguna jasa K3 
akan merasa lebih terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner 
tersebut, sehingga jawaban apapun yang diterima oleh Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar merupakan yang sebenarnya dirasakan oleh para 
pengguna jasa K3 tanpa ditutup-tutupi. 
Adapun untuk mengetahui bagaimana pendapat pengguna jasa mengenai 
pelayanan di kantor Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar, 
berikut hasil wawancara dengan Bapak Insinyur Jayadi dari PT. Katingan Timber 
Celebes. 
“ dari segi prosedur, proses pelayanan di B2K3 itu sangat mudah kami cukup 
mengirim surat permohonan saja langsung ditindak lanjuti dengan cepat. Dari 
segi biaya pun juga sangat sesuai dengan fasilitas pelayanan yang 
diberikan”. (Wawancara melalui telepon 16 Mei 2012) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Insinyur Ridwan dari PT. 
Letawa Mamuju, Berikut merupakan petikan wawancara dengan Bapak Insinyur 
Ridwan. 
“Proses pelayanan di B2K3 tergolong mudah dan cepat kami merasa sangat 
terbantu dengan pelayanan yang diberikan, kami harap kedepannya petugas 
lebih ramah dalam melayani”. (Wawancara melalui telepon 16 Mei 2012) 
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 Hal senada kemudian juga diungkapkan oleh bapak Insinyur Arbi dari PT. 
Coca Cola Distribution Indonesia, berikut petikan wawancara dengan beliau. 
“Pelaksanaan kegiatan dilapangan sangat sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan sehingga tidak terjadi keterlambatan kegiatan biaya yang 
dibayarkan pun sesuai dengan pelayanan yang didapatkan. Dari segi waktu 
juga telah sesuai dan tergolong cepat”. (Wawancara melalui telepon 16 Mei 
2012) 
 
 Dari beberapa wawancara dengan pengguna jasa Balai Besar Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja Makassar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 
sisi pengguna jasa proses pelayanan di Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar sangat baik. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam hal prosedur 
pelayanan, ketepatan waktu, dan kesesuaian antara biaya yang dikelurkan 
pengguna jasa dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. 
 
2. Kelengkapan administrasi 
Untuk membahas mengenai kelengkapan administrasi, maka peneliti akan 
membagi pembahasan hasil penelitian menjadi dua pokok bahasan yaitu 
kelengkapan administrasi kantor Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar, dan kelengkapan administrasi pelayanan dalam hal ini kelengkapan 
administrasi apa yang harus disediakan oleh perusahaan dan yang menjadi 
prasyarat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 
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a. Adminstrasi Umum 
Pengelolaan administrasi perkantoran yang baik akan memberikan informasi 
yang berkualitas pula dalam proses pelayanan suatu instansi. Untuk itu pengelolaan 
administrasi kantor ini harus aplikatif agar bisa dilakukan oleh pegawai dalam 
berbagai level struktur organisasi kantor, karena ini akan sangat berpengaruh 
terhadap proses kerja para pegawai. 
Dalam pelaksanaan kegiatan kantor, Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar selalu berpedoman pada terselenggaranya 
penatausahaan administrasi yang baik dan akuntabel. Hal inipun diprogramkan 
dalam program kerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar 
tahun 2011 – 2012 dengan realisasi sebesar 100 persen dan anggaran yang telah 
disediakan. Adapun gambaran program kerja penatausahaan administrasi tersebut 
dapat dipaparkan sebagai berikut. 
1. Terselenggaranya operasional dan terpeliharanya perkantoran 
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 
kementerian tenaga kerja dan transmigrasi 
- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Dalam hal 
ini menyangkut terjaganya kebersihan kantor, terjaganya keamanan 
kantor, terpenuhinya kebutuhan perkantoran, lancarnya pelaksanaan 
tugas dan pelayanan, tercukupinya kebutuhan listrik, telpon dan air, 
terawatnya gedung kantor dengan baik, berfungsinya peralatan kantor 
yang menunjang pelaksanaan tugas, terawatnya kendaraan dinas 
dengan baik. 
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2. Tertib administrasi kegiatan balai 
- Administrasi kegiatan, dalam hal ini tertib administrasi kepegawaian, 
keuangan dan kegiatan balai untuk mendukung lancarnya pelaksanaan 
tugas dan pelayanan 
3. Tersusunnya program dan rencana kerja, dalam hal ini dengan dibuatnya 
dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran sehingga akan 
digunakannya program dan rencana kerja tersebut dalam pelaksanaan 
kegiatan kantor 
4. Tertib adminstrasi kepegawaian, keuangan, dan kegiatan balai 
- Pengelolaan sistem akuntansi pemerintah agar pegawai tertib 
administrasi sistem akuntansi pemerintah sehingga juga akan membuat 
lancarnya pelaksanaan tugas dan pelayanan 
- Administrasi dan pengelolaan keuangan yang tujuannya agar pegawai 
tertib administrasi keuangan dan kegiatan balai. 
- Pembinaan pegawai untuk meningkatkan kesadaran pegawai untuk tertib 
administrasi yang akan menghasilkan outcome lancarnya pelaksanaan 
tugas dan pelayanan 
- Pengadaan perlengkapan sarana gedung (antara lain katrol pengangkat 
barang, blower, panel, kabel, dan sound system) 
- Pengadaan alat pengolahan data (antara lain PC + Printer, Notebook + 
Printer) 
- Pengadaan kendaraan roda dua 
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b. Administrasi Pelayanan 
Kegiatan administrasi dalam memberikan pelayanan K3 pada Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar yaitu menyangkut kelengkapan 
persyaratan atau dokumen yang harus dilengkapi oleh pegguna jasa ketika 
mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan K3. 
Berkaitan dengan administrasi pelayanan tersebut, berikut petikan hasil 
wawancara dengan bapak Hermanto R, SE selaku Kepala Balai Besar Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja Makassar 
“Untuk mendapatkan layanan K3 di B2K3 sangat mudah. Perusahaan cukup 
membuat surat permohonan yang akan kami follow-up dengan cepat 
kemudian untuk teknis pelaksanaan kegiatannya kami yang akan 
menyusunnya, perusahaan tinggal menyetujuinya dan pengujianpun sudah 
dapat dilakukan.” (wawancara 15 Maret 2012) 
Adapun mekanisme yang harus dilalui pengguna jasa untuk mendapatkan 
layanan K3 dapat dijelaskan dalam skema prosedur pelayanan Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
91 
 
Gambar 3. Skema Prosedur Pelayanan Balai Besar K3 Makassar 
v 
 1 hari   1 hari  
    1 hari 
 
 1-3 hari   1- 3 hari   
   1-5 hari 
   
  Total 
      Dalam kota : 6 - 16 hari 
 Luar kota    : 8 - 18 hari 
Sumber: Data sekunder B2K3 Makassar tahun 2012 
 
 Dari gambar tersebut di atas, dapat diketahui alur proses dan prosedur 
pelayanan Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. Berikut peneliti 
paparkan penjelasan lebih rinci mengenai skema prosedur pelayanan Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar di atas. 
1. Perusahaan yang ingin mendapatkan pelayanan K3 membuat dan 
mengirimkan Surat Permohonan yang diajukan kepada Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. Untuk perusahaan yang 
berada di luar kota, proses pengiriman ini akan memakan waktu yang lebih 
Surat 
permintaan dari 
perusahaan 
 
PROPOSAL 
Pengajuan 
ke 
Perusahaan 
 
Persetujuan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
 
ANALISA 
Evaluasi dan 
Pelaporan 
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lama bila dibandingkan dengan perusahaan yang ada di dalam kota 
dikarenakan faktor jarak dan cara pengiriman. 
2. Setelah menerima surat permohonan tersebut, Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar menindaklanjuti dengan membuat proposal 
yang berisi rincian biaya kegiatan dan persyaratan teknis lainnya untuk 
kemudian diajukan kembali ke perusahaan yang yang bermohon tersebut. 
Antara proses penerimaan surat permohonan dengan pengajuan kembali 
proposal rincian kegiatan akan memakan waktu sekitar satu hari kerja 
(pengecualian waktu untuk perusahaan di luar kota dikarenakan faktor jarak).  
3. Pengajuan keperusahaan, pada tahap ini perusahaan akan mempelajari 
proposal yang diajukan oleh Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar untuk mempertimbangkan rincian biaya kegiatan dan persyaratan 
teknis lainnya yang diajukan. 
4. Setelah perusahaan menyetujui proposal tersebut maka perusahaan akan 
menghubungi kembali Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar untuk mengkonfirmasi bahwa proposal yang diajukan tersebut 
telah disetujui dan kegiatan pemeriksaan dan pengujian K3 telah dapat 
dilakukan, dalam hal ini pula perusahaan akan memenuhi segala persyaratan 
administrasi yang dibutuhkan sesuai kesapakatan. 
5. Setelah seluruh syarat terpenuhi maka Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar akan melakukan tahap pelaksanaan kegiatan 
(penelitian dan pengujian) sesuai dengan permintaan pelayanan apa yang 
diinginkan oeh perusahaan. 
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6. Setelah melaksanakan penelitian dan pengujian maka seluruh hasil 
penelitian dan pengujian tersebut akan dianalisa di laboratorium Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. Proses ini akan memakan 
waktu sekitar 1-5 hari sebelum dapat dievaluasi dan dilaporkan. 
7. Proses evaluasi dan pelaporan hasil pengukuran  
 
3. Koordinasi dengan instansi lain. 
Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan 
berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, 
dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan 
sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. 
Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan 
memberi instruksi / perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, 
bimbingan atau nasihat. 
Maka dalam proses penyelenggaraan kerja suatu instansi, koordinasi bukan 
hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung 
keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di 
samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur 
diantara sesama pejabat / petugas yang bersangkutan dengan memahami dan 
mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan 
pelaksanaan. 
Untuk mendukung kegiatan instansinya, Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar juga melakukan koordinasi dalam bentuk kerja sama 
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dengan beberapa instansi lain yang terkait dengan kegiatan operasionalnya, baik itu 
dalam hal pemberian pelayanan maupun ketika melakukan publikasi dan promosi 
layanan K3. Berbagai kerjasama tersebut dilakukan juga bertujuan untuk 
membangun jejaring dan kemitraan dengan instansi lain dalam hal pengembangan 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di wilayah Indonesia timur.  
Sehubungan dengan koordinasi yang dilakukan oleh Balai Besar Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja Makassar dengan instansi lain, berikut wawancara dengan 
Bapak Hermanto R, SE selaku Kepala Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar. 
“Kami biasanya bekerja sama dengan instansi pemerintah di suatu daerah 
dalam hal pemantauan suatu perusahaan yang sedang dilakukan pengujian 
terhadap lingkungan kerjanya, misalnya koordinasi dengan BLHD dalam hal 
pemantauan kuaitas air, pemantauan kandungan udara, dan lain-lain. Selain 
itu, ada juga kerjasama dengan institusi pendidikan untuk keperluan 
penelitian, magang, dan lain-lain. Koordinasi dengan perusahaan swasta 
juga ada, biasanya dalam bentuk ujicoba pelaksanaan K3 di tempat kerja.” 
(wawancara 15 Maret 2012) 
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa 
instansi baik daerah maupun lainnya yang melakukan kerja sama dengan Balai 
Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. Instansi yang melakukan 
kerjasama tersebut antara lain adalah instansi pemerintah lainnya, perusahaan 
swasta, dan beberapa institusi pendidikan. Beberapa koordinasi dalam bentuk 
kerjasama yang dilakukan tersebut antara lain: 
1. Koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya seperti dinas tenaga kerja 
dan transmigrasi provinsi / kota / kabupaten (koordinasi mengenai K3 dan 
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Jamsostek), BLHD Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa BLHD lainnya 
seperti BLHD Kab luwu timur, BLHD Kota Makassar, BLHD Kab Enrekang, 
BLHD Kab Sidrap, dan Bapedalda di beberapa kabupaten , serta KLH 
Regional dan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan 
2. Kerjasama dengan perusahaan swasta / BUMD dalam hal ujicoba 
pelaksanaan K3 di tempat kerja dan untuk keperluan penyuluhan dan 
konsultasi K3. Perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar antara lain: 
- PT Aneka Tambang Pomalaa 
- PT Semen Bosowa 
- PT Semen Tonasa 
- Pertamina Wil Indonesia Timur 
- PLN Wilayah Indonesia Timur 
- Astra Grup Mamuju 
- Astra Grup Sulteng  
- PT Inco Tbk 
- PT Unggul Widya Teknologi 
- PT Eastern Pean Flour Mills 
- PT Indofood Sukses Makmur 
- PT Wijaya Karya Beton 
3. Kerjasama dengan berbagai Universitas dan institusi pendidikan dalam hal 
penelitian, magang, dan penelitian mahasiswa tentang kebisingan uji 
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lingkungan. Institusi pendidikan yang telah bekerjasama dengan Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar antara lain: 
- FKM Univ. Hasanuddin 
- FKM Univ. Muslim Indonesia 
- FKM Univ. Indonesia Timur 
- FKM Univ. Haluoleo Kendari 
- FKM Univ. Islam Negri Makassar 
- Akademika K3 Makassar 
- Sekolah Menegah Analisis Kimia Makassar 
- Sekolah Menegah Teknologi Industri Makassar 
Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar dengan instansi lain cukup 
baik dan berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari banyaknya instansi-instansi 
yang telah bekerja sama dengan B2K3 dalam berbagai penelitian dan kegiatan K3. 
Dengan adanya koordinasi yang baik ini maka akan turut mendorong kinerja Balai 
Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar untuk terus memberikan 
layanan K3 dengan baik dan terus memberikan penyuluhan kepada masyarakat 
mengenai pentingnya Kesehatan dan Keselamatan dalam bekerja. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar dapat disimpulkan bahwa alasan 
mengapa kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar belum 
optimal dapat dilihat  dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya, dalam hal ini 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar terbagi atas dua yaitu dari faktor internal dan dari faktor eksternal 
yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Faktor Internal 
a. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, 
sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam penyelenggaraan 
kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana 
dan prasarana, mustahil tujuan akan dicapai. Adapun ketersediaan sarana 
dan prasarana pada Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar masih belum memadai dan masih perlu ada penggantian serta 
penambahan beberapa peralatan operasional. hal ini dikarenakan adanya 
permasalahan sarana dan prasarana yang terdapat pada Balai Besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar antara lain kendaraan 
operasional yang terbatas, alat-alat laboratorium yang sudah tua, dan alat-
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alat pelayanan teknis yang sebagian besar sudah ketinggalan, sehingga 
sarana dan prasarananya masih belum memadai. 
b. Sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi. 
Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi 
untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan 
diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua 
kegiatan institusi / organisasi. Adapun dari segi sumber daya manusia, Balai 
Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar masih membutuhkan 
sumber daya manusia yang memadai untuk mengisi posisi tenaga teknis 
fungsional. Hal ini dikarenakan masih kurangnya tenaga teknis lapangan 
yang berperan penting dalam proses penelitian dan pengujian sebuah 
perusahaan. Selain itu, pelatihan pegawai yang masih perlu dibenahi adalah 
mengadakan pelatihan teknis Hiperkes dan KK yang seharusnya 
diselenggarakan oleh Pusdiklat. Sedangkan untuk sistem pemberian insentif 
dan penghargaan untuk karyawan yang berprestasi sudah berjalan dengan 
baik. 
c. Peran diadakannya koordinasi adalah berupaya membuat struktur dan 
memfasilitasi transaksi antar bagian yang saling bergantung. Sedangkan 
tujuan dari koordinasi adalah mengupayakan agar kinerja setiap unit menjadi 
teratur, meminimalisir terjadinya kekacauan sehingga tujuan dari organisasi 
dapat tercapai. Adapun dari segi koordinasi antar unit pada balai besar 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar telah terbangun dengan baik. 
Hal ini juga dikarenakan oleh struktur balai besar Kesehatan dan 
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Keselamatan Kerja Makassar yang tidak terlalu besar sehingga komunikasi 
yang terbentuk antara unit yang satu dengan unit yang lain sangat kuat 
sehingga kegiatan operasional organisasi pun dapat berjalan dengan lancar 
Bila dilihat dari faktor internal, dari sisi koordinasi antar unit sudah 
cukup baik, namun dari segi sarana dan prasarana masih belum memadai serta 
dari segi sumber daya manusia masih kekurangan tenaga teknis fungsional 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja balai besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar masih belum optimal. 
  
2. Faktor eksternal 
a. Pengguna jasa, pengguna jasa yang dimaksud adalah merupakan kelompok 
orang atau suatu badan usaha yang menggunakan jasa layanan K3 pada 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. Pada umumnya 
pengguna layanan K3 ini adalah perusahaan-perusahaan swasta maupun 
badan usaha milik negara. Adapun dari faktor pengguna jasa, walaupun dari 
sisi pengguna jasa terdapat kepuasan, tetapi menurut peneliti masih belum 
optimal karena terdapat beberapa hambatan. Yang menjadi hambatan pada 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar adalah luasnya 
wilayah pelayanan dengan jumlah obyek perusahaan dan tenaga kerja yang 
sangat besar sedangkan anggaran sangat terbatas. 
b. Pengelolaan administrasi harus aplikatif agar bisa dilakukan oleh pegawai 
dalam berbagai level struktur organisasi kantor, karena ini akan sangat 
berpengaruh terhadap proses kerja para pegawai. Pelaksanaan administrasi 
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kantor pada Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar sudah 
baik dengan berpedoman pada program terselenggaranya penatausahaan 
administrasi yang baik dan akuntabel. Sedangkan administrasi pelayanan 
telah mempunyai skema prosedur yang teratur dan mekanisme yang jelas. 
c. Dalam proses penyelenggaraan kerja suatu instansi, koordinasi bukan hanya 
bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung 
keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan 
di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi 
yang teratur diantara sesama pejabat / petugas yang bersangkutan. 
koordinasi Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar dengan 
instansi lain cukup baik dan berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari 
banyaknya instansi-instansi yang telah bekerja sama dengan B2K3 dalam 
berbagai penelitian dan kegiatan K3. Dengan adanya koordinasi yang baik ini 
maka akan turut mendorong kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar untuk terus memberikan layanan K3 dengan baik dan terus 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya 
Kesehatan dan Keselamatan dalam bekerja. 
 
Bila dilihat dari faktor eksternal, dari sisi pengguna jasa masih belum optimal 
dikarenakan anggaran yang terbatas, sedangkan dari sisi administrasi dan 
koordinasi antar unit sudah cukup baik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar yaitu sarana dan prasarana, sumber daya manusia, 
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koordinasi antar unit, pengguna jasa, kelengkapan administrasi, dan koordinasi 
dengan instansi lain. Bila dilihat secara keseluruhan faktor-faktor tersebut, baik dari 
segi internal maupun eksternal, dapat diketahui bahwa alasan mengapa kinerja 
Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar belum optimal adalah 
dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia 
yang masih kurang serta anggaran yang masih terbatas untuk menerapkan layanan 
K3 pada pengguna jasa. 
 
V.2. Saran 
Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan narasumber mengenai 
kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar, maka dapat ditarik 
beberapa saran yang dapat diperhatikan agar hal-hal yang telah dijalankan dapat 
tercapai dan dapat berjalan semakin efektif: 
1. Meningkatkan penegakan hukum peraturan perundangan di bidang K3 oleh 
instansi yang berwenang – Disnakertrans Propinsi / Kabupaten / kota untuk 
mendorong perusahaan agar menggunakan layanan K3. 
2. Meningkatkan sosialisasi dan promosi peraturan perundangan dan program 
K3 bagi masyarakat industri (pengusaha / pekerja) melalui sarana media 
cetak dan elektronika serta pengembangan Informtika Teknologi (membuka 
website, profile, brosur, iklan) 
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM B2K3 Makassar, khususnya di 
bidang : 
a. Tenaga teknis Fungsional K3 / Hiperkes 
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b. Tenaga Marketing / promosi 
4. Meningkatkan anggaran APBN dan sarana / prasarana B2K3 Makassar  
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar 
Kepala  Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar 
1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di Balai Besar Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja Makassar? 
2. Apakah sumber daya manusia di Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar sudah cukup atau belum? 
3. Apakah ada pemberian insentif untuk pegawai dalam usaha meningkatkan 
kinerjanya? 
4. Apakah ada pelatihan untuk pegawai di Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar? 
5. Bagaimana Koordinasi antar bagian di Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar? 
6. Bagaimana gambaran pengguna jasa di Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar? 
7. Sehubungan dengan jumlah perusahaan yang besar, apakah dana yang 
disediakan sudah cukup atau belum? 
8. Prosedur apa yang harus dilakukan perusahaan jika ingin menggunakan 
layanan K3? 
9. Adakah kerjasama dengan pihak lain dibidang K3?  
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Kepala Bagian Pelayanan Teknis  Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar 
1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di Balai Besar Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja Makassar? 
2. Apakah sumber daya manusia di Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Makassar sudah cukup atau belum? 
3. Apakah ada pemberian insentif untuk pegawai dalam usaha meningkatkan 
kinerjanya? 
4. Apakah ada pelatihan untuk pegawai di Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar? 
5. Bagaimana Koordinasi antar bagian di Balai Besar Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Makassar? 
Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar 
1. Apakah ada pemberian insentif untuk pegawai dalam usaha meningkatkan 
kinerjanya? 
Penanggung Jawab Laboratorium Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Makassar 
1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di Balai Besar Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja Makassar? 
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Pengguna Jasa Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar 
1. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan 
B2K3? 
2. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian antara biaya yang 
dibayarkan dengan pelayanan yang didapatkan? 
3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan pelayanan di B2K3? 
4. Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas 
dalam memberikan pelayanan?  
5. Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap 
jadwal waktu pelayanan? 
6. Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap 
jadwal waktu pelayanan? 
 
 
 
 
 
